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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF JOB ANALYSIS IN THE
REGIONAL SECRETARIAT OF BULUNGAN REGENCY
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

Harry Arifivanto
arifiyanto.harry@gmail. com
Post-Graduate Program of Open University

Implementation of job analysis policy within the Regional Secretariat of Bulungan
Regency has not been fully implemented optimally. The issue of the State Civil
Apparatus (ASN) becomes a problem that has not been fully realized, one of the
main causes because of the incompatibility between the competence of employees
with occupied positions. This study aims to I) analyze the implementation of policy
analysis of positions within the Regional Secretariat of Bulungan District; 2) to
analyze the constraints factors in the implementation of the policy of position
analysis; and 3) recommending efforts to improve job qualification. Methods in this
study using a qualitative approach. The result of the research shows that job
analysis in Bulungan District Secretariat has not been implemented optimally, the
indication is in terms of job description which contains summary of tasks, job
descriptions, work materials, work tools and the work in its implementation are
mostly not according to the position information. Information positions such as
fields of science/department of education owned and courses/training that followed
also has not been applied according to job specification (job specification). Factors
that become obstacles of implementation of policy analysis of position also among
others the understanding of job tasks is still inadequate so that the impact on the
work that is not optimal. Implementation of job analysis has not been fully
implemented, in terms of education level, work experience and rank/class of space
in practice has fulfilled qualification of position. Suggestions for appointments in
office must follow the position analysis information so that the placement of ASN
employees in the Regional Secretariat of Bulungan District can be implemented in
accordance with the required job qualification. :

Keywords: Implementation, Job Analysis, Competence, Employee Distribution.
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Harry Arifiyanto
arifiyanto. harry@gmail.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Implementasi kebijakan analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Dacrah
Kabupaten Bulungan belum sepenuhnya terlaksana secara optimal. Permasalahan
Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi masalah yang belum sepenuhnya terwujud,
salah satu penyebab utamanya karena ketidaksesuaian antara kompetensi pegawai
dengan jabatan yang diduduki. Penelitian ini bertujuan 1) menganalisis
implementasi kebijakan analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan; 2) untuk menganalisis faktor-faktor kendala dalam
implementasi kebijakan analisis jabatan; dan 3) merekomendasikan upaya dalam
meningkatkan kualifikasi jabatan. Metode dalam penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif. Hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa analisis jabatan
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan belum diimplementasikan
seluruhnya secara optimal, indikasi tersebut dari segi deskripsi jabatan (job
description) yang memuat ringkasan tugas, uraian tugas, bahan kerja, perangkat
kerja dan hasil kerja dalam pelaksanaannya sebagian besar tidak sesuai dengan
informasi jabatan. Informasi jabatan seperti bidang ilmw/jurusan pendidikan yang
dimiliki dan kursus/diklat yang diikuti juga belum diterapkan sesuai spesifikasi
jabatan (job specification). Faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi
kebijakan analisis jabatan juga antara lain pemahaman terhadap tugas jabatan masih
kurang memadai sehingga berdampak pada hasil kerja yang tidak optimal.
Implementasi analisis jabatan belum seluruhnya diterapkan, dari sisi tingkat
pendidikan, pengalaman kerja dan pangkat/golongan ruang dalam prakteknya
sudah memenuhi kualifikasi jabatan. Saran untuk pengangkatan dalam jabatan
harus mengikuti informasi analisis jabatan sehingga penempatan pegawai ASN di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dapat diimplementasikan
sesuai dengan kualifikasi jabatan yang telah dipersyaratkan.

Kata kunci : Implementasi, Analisis Jabatan, Kompetensi, Distribusi Pegawai.
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BAB1IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunzn Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan berdasarkan
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2016, terdiri dari 3 Asisten Sekretaris
Daerah (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan
Pembangunan, Asisten Administrasi Umum) serta 8 Bagian (Bagian Pemerintahan,
Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Bagian Hukum, Bagian Perckonomian, Bagian
Pembangunan, Bagian Organisasi, Bagian Umum serta Bagian Hubungan Masyarakat,
Protokol dan Kerjasama).

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yang tercantum
dalam Peraturan Bupati Bulungan tersebut berisikan nama-nama jabatan struktural
yang ada di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. Sekretariat Daerah
merupakan unsur staf Pemerintah Daerah, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang
berkedudukan dibawah dan bertangungjawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian
administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif. Susun‘lm Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2016 adalah sebagaimana

terlampir pada lampiran 1.
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Untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam Susunan

Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan pada lampiran 1, dapat diuraikan

sebagai berikut:

1.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
perangkat daerah serta pelayanan administratif.

Asisten Pemerintaban dan  Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, mengkoordinasikan

bagian pemerintahan, kesejahteraan rakyat, h;Jkum dan perundang-undangan serta

Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

pemerintahan bidang  pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan

olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketentraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat, tenagakerja, transmigrasi, kearsipan, perpustakaan,
pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan
sipil serta koordinasi kerukunan umat beragama. Asisten Pemerintahan dan

Kescjahteraan Rakyat (Asisten 1) membawahi 3 (tiga) Bagian meliputi:

a. Bagian Pemerintahan, yang terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu 1) Sub Bagian
Pemerintahan Umum; 2) Sub Bagian Aparatur Pemerintahan dan Otonomi
Daerah; 3) Sub Bagian Pertanahan.

b. Bagian Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu 1) Sub
Bagian Agama; 2) Sub Bagian Kesra I; 3) Sub Bagian Kesra II.

¢. Bagian Hukum, yang terdiri atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu 1) Sub Bagian
Perundang-Undangan; 2) Sub Bagian Bantuan Hukum; 3) Sub Bagian

Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum.
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Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daeraﬁ dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program,
pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta
Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan,
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman
modal, pertanian, perikanan, lingkungan 'hidup, pekerjaan umum dan penataan
ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan serta urusan
penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Asisten
Perekonomian dan Pembangunan (Asisten 2) membawahi 2 (dua) Bagian,
meliputi:
a. Bagian Perekonomian, yang terdiri atas 1) Sub Bagian Produksi Daerah; 2) Sub
Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD; 3) Sub Bagian Lingkungan Hidup.
b. Bagian Pembangunan, yang terdiri atas 1) Sub Bagian Penyusunan dan
Pengendalian Program; 2) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan;
3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.
Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan
administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan organisasi dan
ketatalaksanaan, kehumasan dan keprotokolan, serta tata usaha pimpinan dan
dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah serta Perangkat Daerah yang
melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,

keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan,
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dan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan persandian. Asisten

Administrasi Umum membawahi 3 (tiga) Bagian, meliputi:

a. Bagian Organisasi, yang terdiri atas 1) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa

Jabatan; 2) Sub Bagian Tatalaksana; 3) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur

dan Kepegawaian.

b. Bagian Umum, yang terdiri atas 1) Sub Bagian Rumah Tangga dan

Perlengkapan; 2) Sub Bagian Administrasi Keuangan; 3) Sub Bagian

Administrasi Aset Setda, Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.

c. Bagian Hubungan Masyarakat. Protokol dan Kerjasama, yang terdiri atas 1)

Sub Bagian Hubungan Masyarakat; 2) Sub Bagian Protokol; 3) Sub Bagian

Pengendalian Kerjasama.

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas pokok dan

fungsi didukung oleh 157 pegawai ASN. Adapun rekapitulasi jumlah pegawai

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

1. Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan menurut tingkat pendidikan,

dapat dilihat pada tabel berikut:

Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

Menurut Tingkat Pendidikan
Tingkat . Persentase
No. Pen di%il;fcan Pegawai ASN (%)
1. | Strata2(S.2) 7 4,00
2. | Stratal (S.1) 67 44,00
3. | Ahli Madya (D.3) 13 8,00
4. | SLTA 66 42,00
5. | SLTP 2 1,00
6. |SD 2 1,00
Jumlah 157 160,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, 2016.
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Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pegawai ASN di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan yang memiliki pendidikan Strata 2 (S.2) sebanyak 7 orang
atau hanya 4,00 % dari seluruh pegawai ASN yang ada. Lulusan Strata 1 (S.1)
sebanyak 67 orang atau 44,00 %, sementara lulusan Ahli Madya (D.3) sebanyak 13
orang atau 8,00 %, kemudian lulusan SLTA sebanyak 66 orang atau 42,00 %, lulusan
SLTP sebanyak 2 orang atau 1,00 %, serta pegawai ASN yang lulusan SD sebanyak 2
orang atau 1,00 %. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak
pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yang memiliki
pendidikan SLTA dan bahkan masih ada yang berpendidikan SLTP dan SD, hal ini
merupakan indikasi yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman ASN
dalam melaksanakan tugas jabatan. serta minimnya keterampilan dan keahlian yang
mercka miliki sehingga ini akan berpengaruh terhadap kinerja ASN dan berdampak
kurang optimalnya kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.

2, Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan menurut golongan ruang,
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2

Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Menurut Golongan Ruang

No. Gﬁl‘?:f;n Pegawai ASN Pe’?;f;“se
1. | Golongan IV 16 10,00
2. | Golongan II1 73 47,00
3. | Golongan Il 66 42,00
4. | Golongan I 2 1,00
Jumlah 157 100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, 2016.
Tabel di atas diketahui bahwa pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah

Kabupaten Bulungan yang mempunyai pangkat golongan IV sebanyak 16 orang atau

10,00 % dari seluruh pegawai ASN. Untuk golongon Il sebanyak 73 orang atau 47,00
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%, sementara golongan II sebanyak 66 orang atau 42,00 %, sedangkan golongan I
sebanyak 2 orang atau 1,00 %. Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa cukup
banyak pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yang masih memiliki
pangkat golongan II dan bahkan masih ada ASN yang masih berada pada golongan I.
Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang masih rendah, sedangkan tuntutan
dalam menyelesaikan pekerjaan semakin kompleks yang membutuhkan keahlian-
keahlian dan kemampuan secara efektif dan efisien untuk dapat melaksanakan dan
menyelesaikan suatu pekerjaan sehingga di peroleh hasil pekerjaan yang maksimal.
Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yang telah mengikuti
pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklatpim) dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.3

Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Yang Telah Mengikuti Diklatpim

No. Diklatpim Pegawai ASN Per?:,/n)t ase
(]
1. [ Diklatpim IT 7 20,00
2. | Diklatpim I 8 22,00
3. | Diklatpim IV 21 58,00
Jumlah 36 100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, 2016.

Tabel di atas diketahui bahwa dari pegawai ASN di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan yang telah mengikuti Diklatpim II berjumlah 7 orang
terdiri dari Sekda, Asisten Sekda (3 orang) dan Staf Ahli Bupati (3 orang) atau sebesar
20,00 %. Kemudian ASN yang telah mengikuti Diklatpim III berjumlah 8 orang yang
terdiri atas Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah atau sebesar 22,00 %.
Untuk ASN yang telah mengikuti Diklatpim I\ berjumlah 21 orang dari 24 orang yang
menjabat eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah atau sebesar 58,00 %. Dari uraian

diatas dapat dijelaskan bahwa ada 3 orang pejabat eselon IV (implementors) yang




43291 pdf
77

belum mengikuti atau diikutkan diklatpim tingkat IV yang merupakan persyaratan
dalam menduduki suatu jabatan, hal ini dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan
tersebut.
3. PNS Sekretariat Daerah yang menduduki jabatan struktural/eselon dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 4.4

Pegawai ASN Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Yang Menduduki Jabatan Struktural/Eselon

No. Jabatan Struktural/Eselon Pfg;m Perz.;e/:l )ta se
1. | Eselon II {termasuk staf ahli) 7 17,00
2. | EselonTIl 8 21,00
3. | EselonIV 24 62,00
Jumlah 39 100,00

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, 2016.

Tabel diatas diketahui bahwa pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan yang menduduki jabatan struktural/eselon II sejumlah 7 orang
terdiri atas Sekda, Asisten Sekda (3 orang) dan Staf Ahli Bupati (3 orang) atau sebesar
17,00 %, pejabatan yang menduduki eselon III sejumlah 8 orang yang terdiri atas
Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah atau sebesar 21,00 %, pejabat yang
menduduki jabatan eselon IV sejumlah 24 orang atau sebesar 62,00 %. Dari uraian
tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk pejabat eselon IV, dari 24 ASN yang menduduki
jabatan struktural hanya 21 ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
kepemimpinan persyaratan menduduki suatu jabatan, sedangkan 3 ASN lainnya belum
ikut atau belum diikutkan dalam diklatpim dimaksud, hal ini dikarenakan Instansi yang
secara operasional mempunyai tugas melaksanakan kediklatan bagi ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bulungan belum melaksanakan penyelenggaraan kediklatan

tersebut.
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B. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Analisis Jabatan di Lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan

Pada hakikatnya, analisis jabatan merupakan upaya untuk menguraikan
karakteristik jabatan dan mendapatkan informasi jabatan. Aspek-aspek jabatan
tersebut ditelusuri melalui proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh
pemegang jabatan yaitu proses mengolah bahan kerja. Jabatan berhubungan
dengan apa yang dihasilkan dari jabatan itu (hasil kerja), karena keberadaan
jabatan ditentukan oleh hasil kerja. Demikian pula sebaliknya, bahwa jabatan
diperlukan untuk menghasilkan hasil kerja. Untuk memperolah hasil kerja maka
diperlukan bahan kerja dan memproses bahan kertja ﬁlenjadi hasil kerja diperlukan
adanya peralatan/perangkat kerja dengan proses pelaksanaan kerja.

Analisis jabatan merupakan informasi tentang jabatan itu sendiri dan syarat-
syarat yang diperlukan untuk dapat memegang jabatan tersebut dengan baik.
Output dari apalisis jabatan adalah deskripsi jabatan (job description) dan
spesifikasi jabatan (job specification). Ivancevich (1992) (sebagaimana dikutip
dalam Iswanto, 2013: 2.37) analisis jabatan suatu proses pengumpulan,
penganalisisan, dan pensintesisan informasi mengenai jabatan. Sedangkan Byars
dan Rue (1997) (dalam Iswanto, 2013: 2.37) menyatakan analisis jabatan adalah
proses penentuan dan pelaporan sehubungan dengan informasi yang berkaitan
dengan sifat dasar suatu jabatan tertentu. Analisis jabatan dapat dipandang sebagai
pusat kegiatan senyatanya dari keseluruhan aktivitas manajemen dan administrasi
sumber daya manusia yang diperlukan untuk keberhasilan fungsi organisasi

(Bemardin dan Russell, 1998 dalam Iswanto, 2013: 2.36). Oleh karenanya analisis
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jabatan diperlukan untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas jabatan di masa
mendatang,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten
Bulungan, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,
Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan pada Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yang secara operasional mempunyai
fungsi melaksanakan penyusunan analisis jabatan, diketahui bahwa analisis
jabatan telah dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
Analisis jabatan tersebut menghasilkan informasi jabatan yang memuat deskripsi
jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan (job description), kedua informasi
analisis jabatan itu dituangkan dalam bentuk dokumen yaitu dokumen analisis
jabatan sebagai landasan pelaksanaan tugas jabatan baik bagi pemegang jabatﬁn
struktural/eselon maupun staf di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan. Dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para informan
penelitian, diketahui bahwa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan telah
tersedia dokumen analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas
dan fungi pegawai ASN serta penempatan seseorang dalam suatu jabatan.

Deskripsi jabatan (job description) yang dihasilkan dari analisis jabatan
memuat informasi jabatan antara lain: ringkasan tugas, uraian tugas, bahan kerja,
perangkat/peralatan kerja, hasil kerja serta informasi lainnya. Informasi-informasi
tersebut yang nantinya dijadikan acuan bagi pemegang jabatan dalam hal ini para
pelaksana (implementors) analisis jabatan dalam melaksanakan pekerjaannya,
karena di dalamnya termuat tanggung jawab dan wewenang yang melekat pada

jabatan itu. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara dengan para
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informan penelitian tentang implementasi analisis jabatan berupa deskripsi jabatan
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, berikut hasil wawancara
dengan para informan penelitian dikaitkan dengan variabel-variabel atau faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi implementasi suatu kebijakan dari Van Meter
dan Van Hom (sebagaimana dikutip dalam Wahab, 2015: 165) dalam hal ini
implementasi analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan, sebagai berikut:

a. Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Informasi analisis jabatan menurut informan utama (key informan)
mengemukakan bahwa:

“Setiap pejabat mulai dari eselon II sampai dengan eselon IV tentunya

dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan jabatannya.

Salah satu standar atau ukuran yang bisa dilihat dari seorang pegawai

adalah apa oufput dari pekerjaannya itu. Sehingpa jelas, setiap pejabat di

Sekretariat Daerah ini dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh

melenceng dari standar atau ukuran-ukuran yang telah digariskan

organisasi” (hasil wawancara dengan R.Sek).

Setiap pegawai pemegang jabatan dituntut untuk dapat menyelesaikan
semua tugas jabatan yang telah diberikan tanggung jawab kepada pemegang
jabatan. Ukuran dasar dan tujuan-tujuan organisasi maupun terlaksananya
penerapan deskripsi jabatan dengan baik, apabila pemegang jabatan yang
sekaligus sebagai pelaksana implementasi (implementors) analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan mengetahui uraian jabatan
dengan jelas dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai organisasi, sehingga
implementors dapat memperoieh hasil kerja yang baik. Sebagaimana yang

dikemukakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016: 143) bahwa

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna dalam menguraikan tujuan-

tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Untuk menjelaskan apakah
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implementasi telah berhasil atau tidak menurut Van Meter dan Van Horn perlu
ditentukan jumlah pekerjaan yang telah diciptakan, identitas orang-orang yang
dipekerjakan dan kemajuan proyek-proyek pembangunan yang berhubungan.
Lebih lanjut key informan tersebut diatas mengemukakan:

“Secara garis besar dapat saya katakan analisis jabatan digunakan untuk
kepentingan kepegawaian, kelembagaan, diklat dan lain sebagainya.
Berkaitan dengan itu, tujuan dari diadakannya analisis jabatan ini adalah
untuk memperoleh pegawai yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang
telah dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam dokumen analisis
jabatan tersebut. Dalam perekrutan pegawai atau pejabat baik itu
penempatannya, mutasi, atau promosi, kami sesuaikan dengan informasi
jabatan yang ada pada dokumen analisis jabatan, ya walaupun kami
menyadari fidak seluruhnya dapat dilaksanakan”.

Sedangkan informan penelitian lainnya, yaitu informan ke dua ketika

diwawancarai hal yang sama, mengatakan sebagai berikut:

“Analisis jabatan sangat dibutuhkan saat ini, karena analisis jabatan dapat
menjadi dasar atau pedoman dalam perekrutan pegawai sesuai dengan
hasil analisis jabatan. Hal ini juga sebagaimana di amanatkan oleh
undang-undang yang terkait dengan petunjuk dalam menganalisis suatu
jabatan yang ada di pemerintahan. Begitu pula dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulungan sendiri, telah melaksanakan analisis jabatan
hampir di semua SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan. untuk di Sekretariat Daerah sendiri, juga sudah dilaksanakan
oleh Kami di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah ini. Kebijakan yang
ada di Sekretariat Daerah, bahwa semua pegawai harus melaksanakan
tugas dan fungsinya sesuai dengan tempatnya masing-masing, yang mana
dalam pelaksanaan tugasnya ada target-target, sasaran-sasaran yang harus
dicapai sesuai dengan tujuan dari pada Sekretariat Daerah itu sendiri
yaitu meningkatkan kualitas aparatur dalam penyelenggaraan
pemerintahan” (hasil wawancara dengan R.Org).

Selanjutnya informan tersebut mengatakan:

“Saya jelaskan sedikit, analisis jabatan itu menghasilkan informasi
jabatan yang terdiri dari deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan.
Deskripsi jabatan diantaranya ringkasan tugas, uraian tugas, bahan kerja,
perangkat kerja, hasil kerja. Sedangkan spesifikasi jabatan diantaranya
tingkat pendidikan, bidang ilmujjurusan pendidikan, pendidikan dan
pelatihan, pengalaman kerja, pangkat/golongan. Kita di Bagian
Organisasi ini sudah menyusun analisis jabatan dan ini menjadi dasar
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semua pegawai/pejabat dalam menjalankan fungsinya masing-masing,
Tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan analisis jabatan salah satunya
agar para pejabat tersebut mengetahui dengan jelas tugas fungsinya,
sehingga berpengaruh kepada peningkatan kinerja. Melihat dari laporan
akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, bila dikaitkan dengan tujuan
penerapan analisis jabatan masih banyak yang harus dibenahi dan
ditingkatkan seoptimal mungkin terutama peningkatan kemampuan
individu sebagai pelaksana kebijakan implementasi analisis jabatan”.

Kemudian informan penelitian lainnya yaitu informan ke tiga ketika

diwawancarai mengenai hal yang sama mengatakan:

“Deskripsi jabatan atau biasa disebut uraian tugas merupakan
serangkaian tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan yang harus
dikerjakan pemegang jabatan tersebut. Qufput atau outcome dari
pekerjaan itu merupakan ukuran atau bisa saya katakan ukuran kinerja
dari pejabat yang bersangkutan, karena salah satu keberhasilan
pemegang jabatan itu diukur dari terselesaikannya pekerjaan tepat
waktu, efektif dan efisien yaitu oufput atau outcome nya itu tadi”
(hasil wawancara dengan R.Org-I).

Lebih lanjut informan diatas mengatakan:

“Analisis jabatan ini merupakan pekerjaan yang cukup kompleks,
sechingga untuk merealisasikan isinya juga memerlukan waktu yang
menurut saya memakan waktu cukup panjang. Kita libat isinya
memuat deskripsi jabatan (uraian jabatan) dan spesifikasi jabatan
(syarat jabatan). Kedua informasi jabatan tersebut cukup ideal,
schingga implementasinya tidak begitu maksimal dikarenakan
terbatasnya SDM Aparatur dengan kriteria ideal seperti yang
dipersyaratkan, akhirnya ftujuan dari analisis jabatan belum
sepenuhnya dapat direalisasikan”.

Standar atau yang menjadi ukuran dalam menilai kinerja pegawai
biasanya dari oufput atau outcomes pekerjaan tersebut. Bernardin dan Russell,
1998 (dalam Iswanto, 2013: 56) mendefinisikan kinerfja adalah sebagai
catatan outcomes yang dihasilkan pada fungsi atau aktivitas pekerjaan tertentu
selama periode waktu tertentu. Tugas jabatan yang dilaksanakan pemegang
jabatan hasilnya perlu diawasi dan dievaluasi oleh pimpinan, sampai

sejauhmana pegawai tersebut telah melaksanakan tugas jabatan itu. Dari hasil
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pekerjaan yang dicapai dapat diketahui produktivitas seseorang dalam
menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Menurut Van Meter dan Van Homn
(dalam Winarno, 2016: 143) menemukan beberapa kesulitan untuk
mengidentifikasi dan mengukur kinerja, yang pertama mungkin disebabkan
oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua,
mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam
pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Renny Yudisthesia (2012) yang
meneliti dengan judul “Analisis Kinerja Aparatur Sekretariat Daerah
Kabupaten Balangan™. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis terhadap
kinerja birokrasi sangat mendesak sekarang, karena memiliki nilai strategis.
Pengukuran peralatan dapat diterjemahkan sebagai kegiatan evaluasi yang
mengevaluasi atau mengamati keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas
dan fungsinya. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan para
informan terindikasi pekerjaan yang dilaksanakan belum dapat diselesaikan
secara maksimal, hal ini berdampak terhadap hasil kerja dan waktu

penyelesaian pekerjaan yang relatif melewati rencana waktu yang seharusnya.

Pengawasan dan evaluasi atas tugas jabatan bisa dilakukan dari
pejabat atasan kepada pejabat pelaksana. Hal ini menuntut komitmen yang
tinggi dari pihak atasan secara konsekuen melakukan penilaian atas kinerja

para pemegang jabatan.
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b. Sumber-Sumber Kebijakan

Kemudian penulis menanyakan bagaimana sumber daya finansial dan
sarana prasarana dalam penerapan analisis jabatan di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan, key informan penelitian mengemukakan:

“Program atau kegiatan ini ada pada Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah. Salah satu kegiatan di Bagian Organisasi itu adalah
penyusunan analisis jabatan di Sekretariat Daerah yang tidak lain
didukung dana dari APBD Kabupaten Bulungan, namun besaran dana
vang diberikan menyesuaikan Anggaran Pemerintah Daerah secara
keseluruhan” (hasil wawancara dengan R.Sek).

“Mengenai sarana dan prasarana, melalui Bagian Umum, kita sudah
mengadakan berbagai macam perlengkapan kantor guna menunjang
pekerjaan para pegawai, dengan tujuan agar para pegawai tersebut
lebih mudah menyelesaikan pekerjaan yang sudah menjadi tugas dan
tanggung jawabnya”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan ke dua tentang hal yang
sama yang berkaitan dengan sumber daya finansial dan sarana prasarana dalam
penerapan analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan, informan tersebut menyampaikan sebagai berikut:

“Pelaksanaan kegiatan analisis jabatan sudah di programkan dan

dilaksanakan sejak tabun 2012 yang lalu, yang anggarannya

dimasukkan dalam DPA Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan penyusunan

analisis jabatan di Sekretariat Daerah cukup memadai” (hasil

wawancara dengan R.Org).

“Sarana prasarana yang tersedia di Sekretariat Daerah cukup

menunjang seorang pejabat dalam melaksanakan tugas serta

kewajibannya”.

Informan ke tiga ketika diwawancari mengenai hal yang sama
sebagaimana pertanyaan penulis kepada informan penelitian tersebut diatas,
mengatakan:

“Analisis jabatan ini kami susun berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Bupati Bulungan No. 593/K-X1/060/2012 tentang Penyusunan Analisis
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Jabatan. Konsekuensi dari SK ini ada penganggaran yang disediakan
untuk melaksanakan program/kegiatan ini. Perlu saya tambahkan
hampir semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan
telah melaksanakan penyusunan analisis jabatan. Namun demikian
penerapan analisis jabatan ini tidak semudah yang dibayangkan, tidak
cukup hanya dengan dukungan anggaran yang cukup, namun menurut
saya kuncinya pada kemampuan, keahlian, keterampilan dan kemauan
yang kuat dan juga konsistensi para pemegang jabatan yang
melaksanakan tugas jabatan itu” (hasil wawancara dengan R.Org-I).

“Sarana prasarana seperti bahan kerja, perangkat atau peralatan kerja,

it semua tentunya menunjang kelancaran dalam menyelesaikan

pekerjaan. Di Sekretariat Daerah ini fasilitas itu seperti meja kerja,
kursi, komputer/laptop, printer, kertas dan lain sebagainya sudah
tersedia, dan ini menunjang tugas-tugas kami”.

Disamping ukuran-ukuran dasar, yang perlu mendapatkan perhatian
dalam implementasi analisis jabatan di lingkungan Sekreatriat Daerah
Kabupaten Bulungan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber
dimaksud mencakup dana dan staf yang kompeten dibidangnnya. sebagaimana
dikatakan Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2013: 144) bahwa dana
atau perangsang (incentive) laim mendorong dan memperfancar implementasi
yang efektif.

Program atau kegiatan analisis jabatan di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan telah didanai melalui APBD Kabupaten
Bulungan. para implementors dalam hal ini para analis jabatan di masing-
masing Bagian diberi incentive 1 (satu) tahun sekali. Namun karena alasan
anggaran yang minim, dana tersebut tidak dianggarkan kembali. Kemudian
kegiatan analisis jabatan ditiadakan menuggu stabilitas keuangan kembali
normal. Sementara Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten

Bulungan berubah mengikuti Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

]
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c. Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana
Berkaitan dengan pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
serta penempatan pegawai/pejabat dalam menduduki Jabatan Struktural pada
Sekretariat Daerah, key informan mengemukakan:

“Begini, lembaga Sekretariat Daerah ini dibentuk mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sesuai fungsinya,
Bagian Organisasi lah yang secara teknis operasional yang
melaksanakan penyusunan struktur organisasi Sekretariat Daerah, dan
setahu saya itu sudah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur
tentang Organisasi Perangkat Daerah” (hasil wawancara dengan
R.Sek).

“Sebelum kami menempatkan pegawai pada tempatnya/jabatannya,
kami melakukan rapat terlebih dahulu yaitu rapat Baperjakat. Secara
singkat saya sampaikan, apa yang diputuskan dalam rapat itu sudah
mempertimbangkan berbagai masukan dan saran dari Tim Baperjakat.
Pegawai yang paling sesuai atau yang paling memenuhi persyaratan
jabatan yang kami rekomendasikan untuk diangkat dalam jabatan yang
lowong itu, walaupun tidak sepenuhnya mengikuti hasil analisis
jabatan Ya, dikarenakan keterbatasan personel yang belum tersedia
sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan”.

Terkait pertanyaan yang sama, informan ke dua mengemukakan:

“Kita menyusun struktur organisasi Sekretariat Daerah ini
menyesuaikan dengan ketentuan dari pusat. Dasarnya pada peraturan
yang di terbitkan pemerintah” (hasil wawancara dengan R.Org).

“Dasar penempatan pegawai/pejabat adalah melihat dokumen deskripsi
jabatan dan spesifikasi jabatan. Apakah seseorang pegawai atau pejabat
itu sudah sesuai kualifikasi jabatan, tentunya mengacu pada kriteria-
kriteria dari deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan yang ada. Artinya
deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan itu telah diterapkan di
lingkungan Sekretariat Daerah, namun belum dapat dijalankan secara
efektif, mengingat keterbatasan SDM Aparatur yang sepenuhnya sesuai
dengan persyaratan jabatan sehingga memenuhi kualifikasi jabatan”.

Sedangkan informan ke tiga ketika diwawancarai tentang pembentukan
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah serta penempatan pegawai/pejabat

dalam menduduki Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah, memberi

penjelasan sebagai berikut:
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“Kita mengacu kepada aturan mengenai organisasi perangkat daerah
(OPD) dari pemerintah pusat. Ini acuan kami dalam membentuk
struktur organisasi Sekretariat Daerah. Persoalan yang sering terjadi
pada operasionalisasi pelaksanaan pekerjaan, pemegang jabatan merasa
kebingungan bagaimana atau dengan cara apa menyelesaikan
pekerjaannya. Dalam menyelesaikan pekerjaan terkadang hanya
mengikuti seperti pejabat lama, sehingga kesannya tidak mempunyai
alternatif lain dalam menyelesaikan pekerjaan™ (hasil wawancara
dengan R.Org-]).

“Menurut saya belum seluruhnya pegawai yang menduduki jabatan
eselon sesuai dengan spesifikasi atau persyaratan jabatan. Ada
beberapa posisi sudah sesuai persyaratan, ada pula belum sesuai, hal ini
menurut saya ada beberapa hal yaitu pegawai yang masih kurang
dengan kriteria sesuai dengan persyaratan jabatan, dikarenakan banyak
pegawai yang pindah tugas ke Provinsi Kalimantan Utara, sementara
belum ada penerimaan melalui jalur Tes CPNS karena adanya
moratorium dari pemerintah pusat. Bukan hanya jumlah yang kurang,
dari segi pemahaman akan uraian tugas jabatan juga masih belum
memadai. Selain itu pengawasan secara berjenjang perlu di intensifkan
agar para pelaksana lebih giat menjalankan tugas yang diberikan”.
Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana berkaitan dengan
struktur organisasi, vitalitas organisasi, kompetensi dan ukuran staf dalam
organisasi (Van Meter dan Van Horn, dalam Winarno, 2016: 148). Birokrasi
merupakan salah satu badan yang sering digunakan sebagai pelaksana
kebijakan. Struktur Birokrasi di Sekratariat Daerah Kabupaten Bulungan
sudah mengikuti panduan yang di keluarkan Menteri Dalam Negeri mengenai
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Struktur organisasi yang
bagus bila diimbangi dengan persone! yang cakap di bidangnya masing-
masing. Hasil wawancara diatas menggambarkan dalam Struktur birokrasi di
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan belum diisi oleh pemegang jabatan
yang sepenuhnya mengacu pada kriteria kualifikasi jabatan.
Seorang pegawai scbaiknya ditempatkan pada swatu jabatan sesuai
dengan kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi yang dimaksudkan tidak

hanya pada pengalaman serta lamanya menjadi pegawai. Tetapi harus pula
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lebih memperhatikan tingkat pengetahuan dan keahlian yang dimiliki sehingga
asas the right man on the right place or on the right job dapat segera terwujud
(Penclitian yang dilakukan M. Gozali Rahman, 2016). Kompetensi pegawai
merupakan unsur yang sangat penting dalam mewujudkan implementasi analisis
jabatan yang optimal. Fenomena yang terjadi di lingkungan Sekreatariat Daerah
Kabupaten Bulungan banyak pegawai yang mengajukan mutasi pindah tugas ke
instansi lain, sementara profesionalisme mereka masih dibutuhkan untuk
menunjang produktivitas organisasi.
Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan
Hasil wawancara dengan para informan penelitian berkenaan dengan
analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,
mengenai informasi jabatan yang memuat deskripsi jabatan dan spesifikasi
jabatan, bagaimana penerapannya terkait dengan kegiatan sosialisasi atau
disebarluaskan oleh pejabat atasan kepada pejabat bawahan. Para informan
penelittan mengemukakan sebagai berikut:
Menurut key informan:
“Sejak dilaksanakannya analisis jabatan oleh Bagian Organisasi,
hasilnya yang berisikan informasi jabatan yaitu deskripsi jabatan dan
spesifikasi jabatan, isinya belum begitu tersampatkan secara
menyeluruh kepada pejabat bawahan atau pada pelaksana
implementasi. Karena Saya melihat begini, memang informasi jabatan
yang disusun itu cukup kompleks, artinya masih perlu banyak informasi
didalamnya yang harus terus didorong untuk disosialisasikan dan
disebarluaskan secara berjenjang mulai dari pejabat tingkat atas sampai
pejabat tingkat bawah, sehingga pejabat pelaksana implementasi
semakin memahami tugas pokok dan fungsinya, dan ini saya rasa akan
berpengaruh terhadap kinerja yang lebih baik lagi kedepannya” (hasil

wawancara dengan R.Sek).

Informan lainnya mengemukakan:

“Hasil dari analisis jabatan yang berupa deskripsi jabatan dan
spesifikasi jabatan sudah di dokumentasikan dalam bentuk buku.
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Dokumen analisis jabatan ini menjadi pedoman bagi pejabat pelaksana
dalam melaksanakan pekerjaannya. Pada unit-unit kerja atau pada
Bagian-bagian dan Sub-sub bagian yang ada di lingkungan Sekretariat
Daerah, dokumen analisis jabatan belum sepenubnya diketahui atau
belum tersosialisasikan dengan baik kepada para pelaksana
(implementator) serta juga belum adanya komitmen yang kuat dalam
pelaksanaannya. Sebagai informasi tambahan dimana dokumen analisis
jabatan tersebut belum ditetapkan secara formal melalui Peraturan
Bupati” (hasil wawancara dengan R.Org).

Selanjutnya terkait hal yang sama informan ketiga mengemukakan:

“Saya rasa belum seluruhnya informasi jabatan yang berisikan deskrxipsi
jabatan dan spesifikasi jabatan itu diketahui oleh pemegang jabatan.
Karena masih kurang akan pemahaman terhadap isi hasil analisis
jabatan, informasi yang diperoleh bawahan dari atasan juga tidak
lengkap. Begitu pula sebaliknya, bawahan masih kurang memberikan
kreatifitas atau terobosan-terobosan dalam melaksanakan pekerjaan,
akhirnya pencapaian yang diharapkan belum bisa tercapai sesuai target”
(hasil wawancara dengan R.Org-I). '

Lebih lanjut informan penelitian memberikan penjelasan, ketika
diwawancarai mengenai bagaimana komunikasi pejabat atasan apakah telah
mengkomunikasikan secara jelas dan konsisten hasil analisis jabatan kepada
pejabat-pejabat bawahan (para pelaksana), sebagai berikut:

“Memang komunikasi yang efektif diantara seluruh pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah ini perlu terus kita bangun, agar tercipta
suatu hubungan yang harmonis diantara para pegawai itu sendiri.
Apakah itu antara atasan dengan bawahan, ataupun bawahan dengan
atasan. Dengan terbangunnya harmonisasi dalam bekerja diatara kedua
belah pihak, akan memudahkan penyelesaian pekerjaan yang sudah
menjadi tugas jabatan masing-masing, terutama pada tataran pelaksana
yang langsung  menerapkan  kebijakan dalam  hal ini
mengimplementasikan hasil analisis jabatan™ (hasil wawancara dengan
R.Sek).

“Pejabat eselon II sebagai pejabat atasan mempunyai peranan besar
dalam mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi jabatan
kepada para pelaksana pekerjaan di tingkat bawah. Informasi mengenai
hasil analisis jabatan seperti ini yang menjadi perhatian untuk secara
intensif disebarluaskan dan secara konsisten baik dalam menyampaikan
informasi jabatan maupun konsinten dalam pelaksanaannya” (hasil
wawancara dengan R.Org).
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“Yaitu tadi karena keterbatasan pemahaman, keterbatasan informasi
jabatan hasil analisis jabatan yang belum secara mendetail di ketahui
baik bagi pejabat yang diatas dan juga pejabat yang melaksanakan
jabatan/para pelaksana, mempengaruhi sasaran-sasaran, target-target dari
rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara tidak sadar
menurut saya, komunikasi ini penting sekali terutama yang berhubungan
dengan tugas kita sehari, saling bertukar fikiran, saling memberikan
informasi-informasi terbaru seputar pekerjaan, memberikan pembinaan
kepada bawahan secara kontinyu, mau menerima saran, masukan juga
kritikan yang sifatnya membangun untuk kepentingan organisasi, Hal-
hal inilah yang menurut saya perlu diperhatikan dalam sebuah
organisasi, dan ini akan berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi.
Selain itu yang berpengaruh juga terhadap kinerja yaitu masih adanya
pembagian tugas yang tidak seimbang. Banyaknya tugas-tugas yang
dikerjakan oleh pemegang jabatan, disisi lain kekurangan staf
pendukung sehingga pembagian tugas secara spesifik juga kurang jelas”
(hasi wawancara dengan R.Org-I).

Salah satu media yang juga penting diperhatikan yaitu terjalinnya
komunikasi yang intensif antara pejabat atasan dengan pejabat bawahan atau
sebaliknya mengenai ukuran-ukuran yang harus dicapai oleh organisasi dalam
periode tertentu. Van Meter danVan Horn (dalam Winarno, 2016: 145)
mengemukakan hubuﬂgan—hubungan baik itu pembagian informasi atau
interaksi yang terjalin dalam organisasi merupakan sesuatu yang sangat
penting, Pertama, nasihat dan bantuan teknis yang dapat diberikan, kedua,
atasan dapat menyandarkan pada berbagai sanksi, baik positif maupun negatif.

Komunikasi yang terjalin secara terus-menerus diantara pemegang
jabatan, dari atasan kepada bawahan, dari bawahan kepada pihak atasan,
ataupun diantara rekan kerja dapat membuka wawasan pemegang jabatan hal-
hal yang belum diketahui mereka dalam pelaksanaan tugas jabatan. Pembagian
tugas yang jelas diantara pemegang jabatan, sehingga tidak terjadi tumpang
tindih pekerjaan atau rangkap jabatan. Dapat dilihat pada Tabel 4.7 ada 53 %
responden menyatakan deskripsi jabatan berupa uraian tugas belum

dilaksanakan sesuai informasi analisis jabata. Diantaranya adanya rangkap
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jabatan yang menimbulkan ketidakseimbangan beban kerja yang tinggi

sementara kemampuan pegawai dalam menyelesaikan tugas jabatan terbatas,

e. Sikap Para Pelaksana (Implementors)
Sikap para pelaksana atau pejabat implementasi (implementors) menjadi
perhatian yang sangat penting bagi terwujudnya implementasi analisis jabatan
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. berdasarkan
wawancara dengan para informan penelitian mengenai bagaimana pemahaman
pejabat eselon sebagai pejabat yang mengimplementasikan (implementors)
hasil analisis jabatan, informan-informan tersebut menjelaskan:

“Pemahaman akan tugas pokok yang diberikan kepada seorang pejabat
atau pegawai sebenarnya masih banyak kekurangan. Terkadang saya
menanyakan kepada pejabat atau katakan pegawai mereka agak bingung
menjelaskan atau menyampaikan suatu hal yang berkenaan apa yang
mau di hasilkan dari tugas-tugas mereka itu. Menurut saya di Sekretariat
Daerah ini perlu di bangkitkan kesadaran terhadap seluruh pegawai,
terutama yang menduduki jabatan atau yang punya eselon untuk mau
dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas yang diberikan™ (hasil
wawancara dengan R.Sek).

“Keberhasilan implementasi analisis jabatan tidak terlepas dari sikap
para pejabat pelaksana implementasi itu sendiri. Pejabat yang diberi
amanah menduduki suatu jabatan dan menerima dan mau menjalankan
semua tugas yang dibebankan kepadanya, akan mampu melaksanakan
pekerjaan itu secara maksimal. Namun, beberapa yang lain, sikap dan
prilaku mereka seolah tidak menerima atau menolak terhadap jabatan
yang diberikan. Hal inilah yang dapat menimbulkan keengganan seorang
pejabat untuk sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi tugas
dan fungsinya” (hasil wawancara dengan R.Org).

“Pegawai pemegang jabatan di Sekretariat Daerah tidak lain pejabat
eselon yang langsung bertanggung jawab melaksanakan tupoksi yang
diberikan. Masalahnya pada kemauannya, kepedulian, kesungguhan
untuk menyelesaikan semua yang menjadi tupoksi si pejabat tersebut.
kurangnya pemahaman terhadap tupoksi tentunya masih ada, namun jika
pejabat yang bersangkutan memaksimalkan potensi yang dia miliki
dengan sungguh-sungguh dijalankan sesuai tupoksi, saya kira bisa.
Namun tidak semua begitu, kendalanya juga pada sikap pejabat
pelaksana yang monolak atau acuh tak acuh terhadap beban tugas yang
diberikan karena menganggap tidak sesuai dengan keahlian, kemampuan
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dan ada juga karena tidak sesuai dengan basic pendidikan yang
dienyam” (hasil wawancara dengan R.Org-I).

Lebih lanjut para informan tersebut diatas menjelaskan mengenai sikap
para implementor dalam mengimplementasikan analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, sebagai berikut:

“Sikap para pejabat yang melaksanakan peketjaannya itu tentunya akan
mempengaruhi kinerja mereka. Bila para pelaksana itu memiki
kesungguhan dan kemauan yang kuat untuk melaksanakan apa yang
menjadi tugas jabatannya, maka ia akan melaksanakan semua pekerjaan
dengan baik. Namun ada juga para pegawai pelaksana itu tidak sungguh-
sungguh atau belum menjalankan tugasnya dengan baik” (hasil
wawancara dengan R.Sek).

“Sikap pejabat pelaksana implementasi kembali berpulang kepada
individu-individu masing-masing. Ada yang menerima atas jabatan yang
diberikan karena menganggap sebagai amanah yang dipercayakan
pimpinan kepadanya, ada yang menolak karena menganggap tidak cocok
di posisi tersebut, ada juga yang bersikap biasa-biasa saja, netral saja
dalam menjalankan tugas sehari-hari” (hasil wawancara dengan R.Org).

“Seperti yang saya katakan, sikap para pemegang jabatan itu berbeda-
beda, yang menerima karena beranggapan jabatan sebuah amanah yang
dipercayakan kepadanya, akan serius menjalankan amanah yang
diberikan. Ada yang tidak terlalu serius, menjalankan tugas monoton
saja, kurang kreasi, tidak inovatif, sesuai pengalaman atau cara-cara
menyelesaikan tugas pekerjaan seperti cara yang dipakai pejabat
terdahulunya. Ada pula tidak patuh atau kurang patuh dalam
menyelesaikan pekerjaan. Tidak melaksanakan dengan baik tugas yang
diberikan” (hasil wawancara dengan R.Org-I).

Pendidikan dan Pelatihan bagi para pelaksana analisis jabatan dikatakan
informan penelitian perlu ditingkatkan sebagaimana hasil wawancara
sebagaimana berikut ini:

“Sangat perlu, karena diklat itu, maksud saya diklat yang sesuai
tupoksinya akan meningkatkan pemahaman pegawai, pengetahuan serta
membangkitkan semangat pegawai itu sendiri, apalagi diklat tersebut
misalnya ada sesi semacam outbond atau study comparatif ke daerah lain
yang dinilai sudah baik dalam melaksanakan tugas pekerjaan sesuai
tujuan dikiat” (hasil wawancara dengan R.Sek).

“Perlu sekali, karena para pelaksana implementasi analisis jabatan itu
adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung terhadap kegiatan
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operasional di lapangan. Kita ketahui jabatan-jabatan itu tidak selamanya
diduki seseorang, pasti berganti-ganti, sehingga diklat ini bukan saja
dibutuhkan oleh pejabat lama, tetapi juga dibutuhkan pejabat baru dan
diklat ini sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pegawai dalam rangka
meningkatkan kompetensi dan kapasitas pegawai” (hasil wawancara
dengan R.Org).

“Sangat perlu, karena tanpa diklat pegawai terutama yang pegang

jabatan akan kesulitan dalam melaksanakan tugas-tugasnya kedepan.

Diklat sesuai dengan bidangnya sangat penting dalam rangka menunjang

tupoksi. Menurut saya diklat bagi pejabat dan seluruh pegawai di

lingkup Sekretariat Daerah perlu di beri porsi sesuai kebutuhan. Jangan

ada pegawai yang di ikutkan diklat tetapi tidak sesuai dengan yang
menjadi tupoksinya” (hasil wawancara dengan R.Org-I).

Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana implementasi analisis
jabatan (implementors) di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
sangat menentukan keberhasilan dalam mengimplementasikan analisis jabatan
secara efektif dan efisien. Van Meter dan Van Horn (dalamm Winarno, 2016:
149) menjelaskan pemahaman, penerimaan dan intensitas tanggapan akan
menjadi pendorong bagi implementasi kebijakan yang berhasil. Dalam
penelitian Hasan (2013) bahwa kemampuan pegawai mempengaruhi hasil
kerja. Dengan diketahuinya kemampuan pegawai tersebut maka barulah
menentukan jenis pekerjaan apa yang relevan untuknya.

Hasil penelitian menjelaskan pemahaman ASN terhadap tugas jabatan
kurang memadai dan kurang mendalam dikarenakan banyak pegawai yang
acuh tak acuh terhadap tugas jabatannya. Pegawai kurang peduli dan tidak
bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan pekerjaan. Pengangkatan dalam
jabatan berdasarkan hasil kuesioner terlihat sebagian besar berdasarkan

pengalaman dan kepangkatan.
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f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik
Berkenaan dengan kondisi-kondisi lingkungan di Sekretariat Daerah
yang berhubungan dengan kondisi-kondisi lingkungan sekitar tempat kerja,
dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatan, informan penelitian menjelaskan
sebagai berikut:

“Untuk memperoleh hasil kega yang maksimal, kita pasti
membutuhkan kondisi lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan
sekitar kita mendukung apa yang kita kerjakan, rekan kerja, bawahan
mendukung apa yang kita kerjakan, kemudian yang terpenting juga
atasan mendukung apa yang kita kerjakan. Nah, situasi seperti ini
sedikit banyaknya juga terjadi di Sekretariat Daerah ini. Hal seperti ini
akan terus kami pertahankan dan terus kami tingkatkan™ (hasil
wawancara dengan R.Sek).

“Kondisi lingkungan sekitar tempat kami bekerja cukup kondusif,
dalam artian pimpinan mendukung aktivitas bekerja yang kami lakukan
dalam melaksanakan tugas jabatan” (hasil wawancara dengan R.Org).

“Untuk kondisi lingkungan di tempat kerja kami cukup kondusif, Para

pimpinan kami memberikan dukungan dengan kata lain tidak
menghalang-halangi atas penerapan analisis jabatan khususnya
penerapan deskripsi jabatan™ (hasil wawancara dengan R.Org-I).

Selanjutnya hasil wawancara penulis terkait pengaruh lingkungan
eksternal terhadap penerapan hasil analisis jabatan di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan, informan penelitian mengatakan:

“Berpengaruh. Salah satu SKPD diluar dari SKPD Sekretariat Daerah
misalnya BKD, mempunyai fungsi memberi usulan dan masukan ke
pada pejabat pengambil kebijakan/keputusan dalam hal ini Baperjakat
dalam penempatan seorang pegawai/pejabat yang mana diselaraskan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (hasil wawancara
dengan R.Sek).

“Secara tidak langsung faktor eksternal cukup berpengaruh terhadap
implementasi analisis jabatan. Dukungan anggaran pelaksanaan
penerapan hasil analisis jabatan dari anggota Dewan (pihak legislatif)
mempengaruhi implementasi analisis jabatan ini” (hasil wawancara
dengan R.Org).

“Keterlibatan lingkungan luar seperti lembaga-lembaga profesi untuk
dirangkul dalam proses penyusunan dokumen analisis jabatan perlu
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dipertimbangkan, walaupun dokumen yang ada isinya juga sudah
cukup memberi gambaran dan sebagai pedoman bagi pegawai. Hal lain
juga para kepala Bagian di Sekretariat Daerah seyogya mendukung
dalam pengimplementasian oleh pejabat walaupun bukan dibawahnya
langsung, karena di lingkungan Sekretariat Daerah ini merupakan satu
kesatuan walaupun terdiri dari 8 (delapan) Bagian atau unit kerja.
Antara unit kerja satu dengan unit kerja lainnya saling berkaitan karena
kinerja masing-masing bagian merupakan kinerja Organisasi yaitu
Kinerja Sekretariat Dacrah Kabupaten Bulungan secara keseluruhan”
(hasil wawancara dengan R.Org-I).

Informasi dari implementors pada setiap Bagian di lingkungan Sckretariat

Daerah dan dengan menggunakan kuesioner didapatkan hasil informasi melalui tabel

frekuensi dibawah ini. Sehubungan dengan itu, untuk mengetahui pendapat

responden mengenai penerapan deskripsi jabatan yang memuat ringkasan fugas dan

uraian tugas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Pendapat Responden Mengenai Penerapan Analisis Jabatan
Berupa Ringkasan Tugas dan Uraian Tugas Di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

No Deskripsi Jabatan Responden Persentase
" | (Ringkasan Tugas dan Uraian Tugas) (%)

1. |Sudah ada, dan dilaksanakan sesuai 15 39,00
deskripsi jabatan

2. | Sudah ada, namun belum dilaksanakan 20 53,00
sesuai deskripsi jabatan

3. | Belum ada 3 8,00

Jumlah 38 100

Sumber: Kuesioner, Maret 2017

Berdasarkan tabel diatas sebanyak 15 responden atau 39,00 % menyatakan

bahwa deskripsi jabatan yang memuat ringkasan tugas dan uraian tugas pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan sudah ada, dan dilaksanakan sesuai hasil

deskripsi jabatan. Sebanyak 20 responden atau 53,00 % menyatakan bahwa deskripsi

jabatan yang memuat ringkasan tugas dan uraian tugas di Sekretariat Daerah

Kabupaten Bulungan sudah ada, namun belum dilaksanakan sesuai hasil deskripsi
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jabatan. Selanjutnya terdapat 3 responden atau 8,00 % menyatakan bahwa deskripsi
jabatan yang memuat ringkasan tugas dan uraian tugas di Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan belum tersusun,

Dari uraian diatas diketahui bahwa sebanyak 20 responden atau 53,00 %
menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas jabatan pemerintahan di Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan
deskripsi jabatan yang ada, hal ini menunjukkan bahwa hasil analisis jabatan berupa
deskripsi jabatan yang memuat ringkasan tugas dan uraian tugas, dalam
pelaksanaannya belum optimal.

Hasil penelusuran yang penulis lakukan melalui pengamatan dan penelaahan
dokumen mengenai implementasi deskripsi jabatan yang memuat ringkasan tugas
dan uraian tugas berdasarkan jabatan-jabatan struktural/eselon di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Implementasi Deskripsi Jabatan (Job Description)

Berupa Ringkasan Tugas dan Uraian Tugas Di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

Nama Jabatan Bagian Sub Bagian Ringkasan Uraian
Tugas Tugas
Sekretaris Daerah - - Sudah ada, dan | Sudah
dilaksanakan disusun
sesuai deskripsi
jabatan
Asisten a. | Pemerintahan 1. | Pemerintahan Sudah ada, dan ( Sudah
Pemerintahan dan Umum dilaksanakan disusun
Kesejahteraan sesuai deskripsi
Rakyat jabatan
Aparatur Sudah eda, { Sudah
Pemerintahan dan | pamun ~ belum | disusun
Otonomi Daerah | dilaksanakan
sesuai  deskripsi
jabatan
Pertanahan Sudah ada, dan | Sudah
dilaksanakan disusun
sesuai  deskripsi
jabatan
Kesejahteraan Agama Sudah ada, dan | Sudah
Rakyat dilaksanakan disusun
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sesuai  deskripsi
jabatan

Kesra I

Sudah ada,
namun belum
dilaksanakan
sesuai  deskripsi
jabatan

Sudah
d_isusun

Kasra II

Sudah ada,
namun belum
dilaksanakan
sesuai deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Hukum

Perundang-
Undangan

Sudah ada, dan
dilaksanakan
sesuai deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Bantuan Hukum

Sudah ada, dan
dilaksanakan
sesuai deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Dokumentasi dan
Penyuluhan
Hukum

Sudah ada,
namnn belum
dilaksanakan
sesuai  deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Asisten
Perekonomian dan
Pembangunan

Perekonomian

Produksi Daerah

Sudah ada, dan
dilaksanakan
sesuai  deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Sarana
Perekonomian
dan BUMD

Sudah ada,
namun  belum
dilaksanakan
sesuai  deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Lingkungan
Hidup

Sudah ada,
namun  belum
dilaksanakan
sesuai  deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Pembangunan

Penyusunan dan
Pengendalian

Program

Sudah ada, dan
dilaksanakan
sesuai deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Monitoring  dan
Evaluasi
Pembangunan

Sudah ada,
namun  belum
dilaksanakan
sesuai deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Layanan
Pengadaan

Sudah ada, dan
dilaksanakan
sesuai  deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Asisten
Administrasi
Umum

Organisasi

Kelembagaan dan
Analisa Jabatan

Sudah ada,
namun  belum
dilaksanakan
sesuai  deskripsi
jabatan

Sudah
disusun

Tatalaksana

Sudah ada,

Sudah




43291.pdf

08
namun  belum |{ disusun
dilaksanakan
sesuai deskripsi
jabatan

Pendayagunaan Sudah ada, dan | Sudah
Aparatur dan | dilaksanakan disusun
Kepegawaian sesuai  deskripsi
jabatan
b. | Umum Rumah Tangga | Sudah ada, dan | Sudah
dan Perlengkapan | dilaksanakan disusun
sesuai deskripsi
jabatan
Administrasi Sudah ada, dan | Sudah
Keuangan " dilaksanakan disusun
sesuai deskripsi
jabatan
Administrasi Aset | Sudah ada, | Sudah
Setda, TU | namun belum | disusun
Pimpinan dan Staf | dilaksanakan
Ahli sesuai deskripsi
jabatan
c. | Hubungan Hubungan Sudah ada, | Sudah
Masyarakat, Masyarakat namin belum | disusun
Protokol dan dilaksanakan
Kerjasama sesuai  deskripsi
jabatan
Protokol Sudah ada, dan | Sudah
dilaksanakan disusun
sesuai deskripsi
jabatan
Pengendalian Sudah ada, | Sudah
Kerjasama namun  belum | disusun
dilaksanakan
sesuai deskripsi
jabatan
5. | Staf Ahli a. | Bidang Hukum, - Belum disusun Belum
Politik dan disusun
Pemerintahan
b. | Bidang Ekonomi, - Belum disusun Belum
Kevangan  dan disusun
Pembangunan
¢. | Bidang - Belum disusun Belum
Kemasyarakatan disusun
dan Sumber Daya
Manusia

Sumber: Data lapangan diol

ah, 2017.

Berdasarkan tabe] di atas, diketahui bahwa belum semua deskripsi jabatan (job

description) yang memuat ringkasan tugas dan uraian tugas pada jabatan-jabatan

struktural/eselon di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dapat di

terapkan sesuai analisis jabatan.
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Berdasarkan hasil dari penelaahan atas dokumen-dokumen terkait yang
berhubungan dengan tujuan penelitian yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan, diketahui bahwa deskripsi jabatan (job description) yang memuat
ringkasan tugas dan uraian tugas pada jabatan-jabatan struktural/eselon di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan belum semua dapat di implementasikan
sesuai analisis jabatan, hal ini dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh atau
ketersediaan informasi yang diperoleh para pelaksana (implementors) tidak lengkap
(komprehensif).

Selain ringkasan tugas dan uraian tugas, deskripsi jabatan juga meliputi bahan
kerja, perangkat kerja dan hasil kerja sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, untuk
mengetahui penerapan deskripsi jabatan yang meliputi bahan kerja, perangkat kerja
dan hasil kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, dapat dilihat
pendapat responden berikut ini:

Tabel 4.7
Pendapat Responden Mengenai Penerapan Deskripsi Jabatan

Berupa Bahan Kerja, Perangkat Kerja dan Hasil Kerja
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

Deskripsi Jabatan (Bahan Kerja, Persentase
NO- | perangkat Kerja dan Hasil Kerja) Responden (%)

1. | Sudah ada, dan dilaksanakan sesuai 13 34,00
deskripsi jabatan

2. i Sudah ada, namun belum 22 58,00
dilaksanakan sesuai deskripsi jabatan

3. | Belum ada 3 8,00

Jumlah 33 100

Sumber: Kuesioner, Maret 2017.

Berdasarkan data diatas, sebanyak 13 responden atau 34,00 % menyatakan

bahwa penerapan deskripsi jabatan yang meliputi bahan kerja, perangkat kerja dan
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hasil kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan sudah ada, dan dilaksanakan
sesuai analisis jabatan. Sedangkan sebanyak 22 responden atau 58,00 % menyatakan
bahwa penerapan deskripsi jabatan yang meliputi bahan kerja, perangkat kerja dan
hasil kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan sudah ada, namun belum
dilaksanakan sesuai deskripsi jabatan. Selanjutnya sebanyak 3 responden atau 8,00 %
menyatakan bahwa penerapan deskripsi jabatan yang meliputi bahan ketja, perangkat
kerja dan hasil kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan belum tersusun.

Dari uraian tersebut, berdasarkan hasil pengamatan dan penelaahan dokumen-
dokumen yang penulis lakukan mengenai bahan kerja, perangkat kerja dan hasil kerja
pada jabatan-jabatan struktural/eselon di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan pada lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Implementasi Deskripsi Jabatan (Job Description)
Berupa Bahan Kerja, Perangkat Kerja dan Hasil Kerja

Di Lingkungan Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

No. Baha.n Kerja, Pt_:rangl_&at Bagian Kes?jzil:::aan Bagian
Kerja dan Hasil Kerja Pemerintahan Rakyat Hukum
1. | Dokumen rencana kerja | Sudah ada, | Sudah ada, { Sudah ada, dan
bagian dan sub bagian namun belum | namun belum | lengkap
lengkap lengkap
2. | Disposisi atau perintah atasan | Sudah ada, dan | Sudah ada, dan | Sudah ada, dan
dan arahan pimpinan lengkap " | lengkap lengkap
3. | Hasil kerja bawahan Sudah ada, | Sudah ada, | Sudah ada,
namun belum | namun belum | namun belum
lengkap lengkap lengkap
4. | Laporan petanggungjawaban | Sudah ada, | Sudah ada, | Sudah ada,
kegiatan yang disampaikan | namun belum | namun belum | pamun belum
oleh masing-masing bagian lengkap lengkap lengkap
5. | Naskah-naskah dinas yang { Sudah ada, | Sudah ada, | Sudah ada,
berkaitan dengan ruang | namun belum | pamun belum | namun belum
lingkup tugas lengkap lengkap lengkap

Sumber: Data lapangan diolah, 2017.
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Berdasarkan data diatas, dapat diketahui belum semua deskripsi jabatan (job
description) yang meliputi bahan kerja, perangkat kerja dan hasil kerja di lingkup
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupatervl
Bulungan seperti (1) dokumen rencana kerja bagian dan sub bagian, (2) disposisi atau
perintah atasan dan arahan pimpinan, (3) hasil kerja bawahan, (4) laporan
| pt;,tanggungjawaban kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing bagian, (5)
naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas sudah tersedia.
Secara keseluruhan deskripsi jabatan (bahan kerja, perangkat kerja dan hasil kerja)
sudah ada, namun belum lengkap.

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelaahan dokumen yang penulis lakukan
mengenai bahan kerja, perangkat kerja dan hasil kerja pada masing-masing jabatan di
lingkup Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
i3ulungan dabat dilihat pada tabel berikut ini: |

Tabel 4.9
Implementasi Deskripsi Jabatan (Job Description)
Berupa Bahan Kerja, Perangkat Kerja dan Hasil Kerja

Di Lingkungan Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

No Bahan Kerja, Perangkat Kerja Bagian Bagian
* dan Hasil Kerja Perckonomian Pembangunan

1. | Dokumen rencana kerja bagian dan | Sudah ada, namun | Sudah ada, namun
sub bagian belum lengkap belum lengkap

2. | Disposisi atau perintah atasan dan | Sudah ada, dan | Sudah ada, dan
arahan pimpinan lengkap lengkap

3. Hasil kerja bawahan Sudah ada, namun | Sudah ada, namun

belum lengkap belum lengkap

4. Laporan petanggungjawaban | Sudah ada, namun | Sudah ada, namun
kegiatan yang disampaikan oleh | belum lengkap belum lengkap
masing-masing bagian

5. | Naskah-naskah dinas yang berkaitan | Sudah ada, namun | Sudah ada, namun
dengan ruang lingkup tugas belum lengkap belum lengkap

Sumber: Data lapangan diolah, 2017.
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Deskripsi jabatan (iob description) yang meliputi bahan kerja, perangkat kerja

dan hasil kerja di lingkup Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah Kabupaten Bulungan seperti (1) dokumen rencana kerja bagian dan sub

bagian, (2) disposisi atau perintah atasan dan arahan pimpinan, (3) hasil kerja

bawahan, (4) laporan petanggungjawaban kegiatan yang disampaikan oleh masing-

masing bagian, (5) naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas,

secara keseluruhan sudah ada, namun belum lengkap.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan dan penelaahan dokumen yang

penulis lakukan mengenai bahan kerja, perangkat kerja dan hasil kerja pada masing-

masing jabatan di lingkup Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah

Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Implementasi Deskripsi Jabatan (Job Description)
Berupa Bahan Kerja, Perangkat Kerja dan Hasil Kerja
Di Lingkungan Asisten Administrasi Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

Bahan Kerja, Perangkat Bagian . Bagian Humas
No. Kerja danjﬁasil Kegrja Organisasi Bagian Umum dan Protokol
1. | Dokumen rencana kerja | Sudah ada, dan | Sudah ada, | Sudah ada,
bagian dan sub bagian lengkap namun belum | namun belum
lengkap lengkap
2. | Disposisi atau perintah atasan | Sudah ada, dan | Sudah ada, dan | Sudah ada, dan
dan arahan pimpinan lengkap lengkap lengkap
3. | Hasil kerja bawahan Sudah ada, | Sudah ada, i Sudah ada,
' namun belum | namun belum | namun belum
lengkap lengkap lengkap
4. | Laporan petanggungjawaban | Sudah ada, | Sudah ada, | Sudah ada,
kegiatan yang disampaikan | namun belum { namun belum | namun belum
oleh masing-masing bagian lengkap lengkap lengkap
5. | Naskah-naskah dinas yang | Sudah ada, | Sudah ada, | Sudah ada,
berkaitan dengan ruang | namun belum | namun belum | namun belum
lingkup tugas lengkap lengkap lengkap

Sumber: Data lapangan diolah, 2017.

Deskripsi jabatan {(job description) yahg meliputi bahan kerja, perangkat kerja

dan hasil kerja di lingkup Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
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Bulungan seperti (1) lembar rencana kerja bagian dan sub bagian, (2) disposisi atau
perintah atasan dan arahan pimpinan, (3) hasil kerja bawahan, (4) laporan
petanggungjawaban kegiatan yang disampaikan oleh masing-masing bagian, (5)
naskah-naskah dinas yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas secara keseluruhan
juga sudah ada, namun belum lengkap.

Berdasarkan hasil analisis, penelaahan dokumen, pengamatan, dan pengolahan
data tanggapan responden atas pertanyaan yang diajukan menunjukkan bahwa
sebagian besar responden berpendapat penerapan deskripsi jabatan (job description)
yang memuat ringkasan tugas, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja dan hasil
kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan menyatakan sudah ada,
namun belum seluruhnya dilaksanakan sesuai deskripsi jabatan.

Alwi (2001: 108) menjelaskan bahwa analisis jabatan merupakan salah satu
aktivitas penting dalam MSDM karena output dari Analisis Jabatan yang berupa
deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan merupakan informasi yang sangat
dibutuhkan bagi penentuan sirategi penarikan, seleksi, penilaian kinerja, pelatihan
dan pengembangan, design, dan redesign jabatan, dan perencanaan SDM.

Uraian mengenai pengertian-pengertian analisis jabatan diatas dapat
disimpulkan bahwa analisis jabatan adalah upaya untuk mengidentifikasi suatu
jabatan dari segi aktifitas tugasnya, prasyarat dan spesifikasinya untuk kemudian
dapat menempatkan orang yang tepat sesuai dengan kemampuan, keahlian dan
pengalaman dalam melaksanakan suatu pekerjaan.

Penempatan pegawai bukan sekedar menempatkan saja, melainkan harus
mencocokkan dan membandingkan kualifikasi yang dimiliki pegawai dengan
kebutuhan dan persyaratan dari suatu jabatan atau pekerjaan sehingga “the right

man in the right place” dapat tercapai. Penempatan ini harus didasarkan dengan
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deskripsi jabatan (job description) dan spesifikasi jabatan (job speciﬁcétion) yang
telah ditentukan serta berpedoman kepada prinsip "penempatan orang-orang yang
tepat pada tempat yang fepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan
yang tepat” atau “the right man in the right place and the right man behind the
right job”.

Berikut ini pendapat responden mengenai kesesuaian tingkat pendidikan
pejabat  struktural/eselon dengan spesifikasi jabatan (job specification) di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Pendapat Responden Mengenai Kesesuaian Tingkat Pendidikan

Pejabat Struktural/Eselon dengan Spesifikasi Jabatan (job specification)
Di Lingkungan Sckretariat Daerah Kabupaten Bulungan

Kesesuaian Tingkat Pendidikan Persentase
Neo. dengan Spesifikasi Jabatan Responden o
(Job Specification) (%)
1. | Seluruhnya sesuai 11 29,00
2. | Sebagian besar sesuai 15 39,00
3. | Sebagian besar tidak sesuai 8 21,00
4. | Tidak ada yang sesuai 4 11,00
Jumlah 38 100

Sumber: Kuesioner, Maret 2017

Berdasarkan data diatas, sebanyak 11 responden atau 29,00 % menyatakan
bahwa tingkat pendidikan pejabat struktural/eselon (implementors) dengan spesifikasi
Jjabatan pada Sekretariat Daerah Kabupateti Bulungan seluruhnya sesuai. Sebanyak 15
responden atau 39,00 % menyatakan sebagian besar sesuai. Kemudian yang
menyatakan sebagian besar tidak sesuai scbanyak 8 responden atau 21,00 %,
Sedangkan yang menyatakan fidak ada yang sesuai sebanyak 4 responden atan

11,00 %.
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Selanjutnya pendapat responden mengenai kesesuaian bidang ilmu/jurusan
pendidikan pejabat struktural/eselon dengan spesifikasi jabatan (job specification) di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Pendapat Responden Mengenai Kesesuaian Bidang llmu/Jurusan Pendidikan
Pejabat Struktural/Eselon dengan Spesifikasi Jabatan (job specification)
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

Kesesuaian Bidang Ilmu/Jurusan Persentase
No. Pendidikan dengan Spesifikasi Responden o
Jabatan (Job Specification) (*)
1. | Seluruhnya sesuai 6 16,00
2. | Sebagian besar sesuai 10 26,00
3. | Sebagian besar tidak sesuai 18 47,00
4. | Tidak ada yang sesuai 4 11,00
Jumlah 38 100

Sumber: Kuesioner, Maret 2017
Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 6 responden atau 16,00 % menyatakan
bahwa bidang ilmw/jurusan pendidikan pejabat struktural/eselon (implementors)
dengan spesifikasi jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan seluruhnya
sesuai. Sebanyak 10 responden atau 26,00 % menyatakan sebagian besar sesuai.
Kemudian yang menyatakan sebagian besar tidak sesuai sebanyak 18 responden atau
47,00 %, Sedangkan yang menyatakan tidak ada yang sesuai sebanyak 4 responden
atau 11,00 %.
Kemudian pendapat responden mengenai kesesuaian kursus/diklat yang diikuti
pejabat struktural/eselon di lingkungan Sckretariat Daerah Kabupaten Bulungan

dengan spesifikasi jabatan (job specification) sebagaimana tabel berikut ini:




43291.pdf

106
Tabel 4.13
Pendapat Responden Mengenai Kesesuaian Kursus/Diklat Yang Diikuti
Pejabat Struktural/Eselon dengan Spesifikasi Jabatan (job specification)
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Kesesuaian Kursus/Diklat Yang P ¢
No. Diikuti dengan Spesifikasi Jabatan Responden ers:;n ase
(Job Specification) (%)
1. | Seluruhnya sesuai 6 16,00
2. | Sebagian besar sesuai 14 37,00
3. | Sebagian besar tidak sesuai 16 42,00
4. [ Tidak ada yang sesuai 2 5,00
Jumlah 38 100

Sumber: Kuesioner, Maret 2017

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 6 responden atau 16,00 % menyatakan

bahwa kursus/diklat yang diikuti pejabat struktural/eselon (implementors) dengan

spesifikasi jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan seluruhnya sesuai.

Sebanyak 14 responden atau 37,00 % menyatakan sebagian besar sesuai. Kemudian

yang menyatakan sebagian besar tidak sesuai sebanyak 16 responden atau 42,00 %,

Sedangkan yang menyatakan tfidak ada yang sesuai sebanyak 2 responden atau

5,00 %.

Selanjutnya pendapat responden mengenai kesesuaian pengalaman kerja pejabat-

struktural/eselon di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan

spesifikasi jabatan (job specification) sebagaimana tabel berikut ini:
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Tabel 4.14
Pendapat Responden Mengenai Kesesuaian Pengalaman Kerja
Pejabat Struktural/Eselon dengan Spesifikasi Jabatan (job specification)
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Kesesuaian Pengalaman Kerja Persent
No. dengan Spesifikasi Jabatan Responden r?:;n) ase

(Job Specification) ?

1. | Selurubnya sesuai - -
2. | Sebagian besar sesuai 28 74,00
3. | Sebagian besar tidak sesuai 7 18,00
4. | Tidak ada yang sesuai 3 8,00
Jumlah 38 100

Sumber: Kuesioner, Maret 2017
Berdasarkan tabel diatas, tidak ada responden yang menyatakan seluruhnya
sesuai antara pengalaman kerja pejabat struktural/eselon (implementors) dengan
spesifikasi jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan seluruhnya sesuai.
Sebanyak 28 responden atau 74,00 % menyatakan sebagian besar sesuai. Kemudian
yang menyatakan sebagian besar tidak sesuai sebanyak 7 responden atau 18,00 %,
Sedangkan yang menyatakan fidek ada yang sesuai sebanyak 3 responden atau
8,00%.
Pendapat responden mengenai kesesuaian pangkat/golongan ruang pejabat
struktural di lingkumgan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan spesifikasi

jabatan (job specification) sebagaimana tabel berikut ini:
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Tabel 4.15
Pendapat Responden Mengenai Kesesuaian Pangkat/Golongan Ruang
Pejabat Struktural dengan Spesifikasi Jabatan (job specification)
Di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Kesesuaian Pangkat/Golongan Ruang P ¢
No. dengan Spesifikasi Jabatan Responden ers;a/n ase

(Job Specification) (o)

1. | Seluruhnya sesuai 13 34,00
2. | Sebagian besar sesuai 18 48,00
3. | Sebagian besar tidak sesuai 5 13,00
4. | Tidak ada yang sesuai 2 5,00
Jumlah 38 100

Sumber: Kuesioner, Maret 2017

Berdasarkan data diatas, sebanyak 13 responden atau 34,00 % menyatakan
bahwa pangkat/golongan ruang pejabat struktural/eselon (implementors) dengan
spesifikasi jabatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan seluruhnya sesuai.
Sebanyak 18 responden atau 48,00 % menyatakan sebagian besar sesuai. Kemudian
yang menyatakan sebagian besar tidak sesuai sebanyak 2 responden atau 5,00 %,
Sedangkan yang menyatakan fidak ada yang sesuai sebanyak 5 responden atau
13,00 %.

Berdasarkan data-data sebagaimana pendapat responden pada tabel-tabel
diatas, dapat diketahui belum semua spesifikasi jabatan (job specification) di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dapat diterapkan sesuai hasil
analisis jabatan. Hal ini merupakan kendala bagi kelancaran pelaksanaan tugas
jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan itu sendiri, mengingat
fungsi spesifikasi jabatan (job specification) yang sangat strategis dalam manajemen
personalia atau Kkepegawaian, karena dalam manajemen tersebut sangat
membutuhkan syarat-syarat minimum dalam jabatan sebagai landasan untuk

menempatkan sescorang pada posisi yang sesuai dengan kualifikasi jabatan, sehingga
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nantinya diharapkan seseorang yang menduduki jabatan dapat menyelesaikan suatu
pekerjaan dengan tingkat kualitas tinggi.

Hasil wawancara dengan key informan (R.Sek) mengatakan bahwa, hal ini
disebabkan masih sulitnya mencari kriteria ASN yang sepenuhnya memenuhi
kualifikasi jabatan sebagaimana yang telah dipersyaratkan sesuai dengan hasil
analisis jabatan. Selain ifu, penempatan pegawai pada jabatan tertentu sebagian masih
merujuk pada pengalaman ASN saja, serta key informan juga tidak membantah
adanya faktor non teknis seperti isu kedaerahan dan kepentingan lain sebagainya.

Selanjutnya interpretasi dari apa yang disampaikan para informan penelitian
sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan hasil wawancara dengan para informan
penelitian serta jawaban yang disampaikan para responden dalam penelitian ini
terungkap bahwa hasil analisis jabatan yang memuat deskripsi jabatan (job
description) dan spesifikasi jabatan (job specification) di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan belum seluruhnya dapat diimplementasikan secara
optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis jabatan berupa deskripsi
jabatan (job description) belum diterapkan sesuai harapan. Hal ini terlihat pada Tabel
4.5 dari 38 responden penelitian sebanyak 2-0 responden (53,00 %) menyatakan
deskripsi jabatan dari segi ringkasan tugas dan uraian tugas (uraian jabatan) belum
dilaksanakan sesuai dengan informasi analisis jabatan. Bahkan terdapat 3 responden
atau 8,00 % menyatakan belum dilakukan analisis pada beberapa jabatan yang ada di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulunganm, yaitu jabatan staf ahli bupati
serta pada jabatan yang berganti norﬁenklatur baru.

Penerapan deskripsi jabatan berupa bahan kerja, perangkat kerja dan hasil
kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan juga belum

terimplementasikan secara maksimal, hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.7 dimana 22
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responden (58,00 %) menyatakan bahwa deskripsi jabatan belum dilaksanakan sesuai
informasi analisis jabatan. Data-data diatas menjelaskan bahwa implementasi analisis
jabatan di lingkungan Seckretariat Daerah Kabupaten Bulungan dilihat dari sisi
deskripsi jabatan belum seluruhnya dapat diterapkan dengan efektif, dikarenakan
kapasitas atau kapabilitas ASN masih belum memadai dalam pelaksanaan tugas
jabatan sehingga ourput dari pekerjaan itu juga kurang maksimal.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016: 153) menyinggung
kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebijakan. Menurut
Van Meter dan Van Horn kemampuan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan
mungkin dihambat oleh faktor-faktor seperti staf yang kurang terampil dan terlalu
banyak pekerjaan, informasi yang tidak memadai dan sumber-sumber keuangan atau
hambatan-hambatan waktu yang tidak memungkinkan. Sebagaimana penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh M. Gozali Rahman (2016), hasil penelitian
menunjukkan bahwa kapasitas pegawai dalam bidang kerja (Job discription) dapat
menunjang kelancaran aktivitas lembaga, karena sesuvai kualifikasi yang ditentukan dan
secara empirik kapasitas pegawai berjalan secara optimal, hal ini berarti adanya
keseimbangan antara kapasitas pegawai dengan jenis pekerjaan dan hasil pekerjaannya
juga efektif dan efisien. Oleh karenanya jika tidak ada kesesuaian antara kapasitas
pegawai dengan beban kerja, maka pelaksanaan pekerjaan juga kurang efektif dan efisien
yang mempengaruhi hasil pekerjaan.

Sumber daya manusia ASN yang sesuai dengan kualifikasi yang telah
ditentukan untuk menduduki suatu jabatan sangat menentukan terlaksananya tugas
jabatan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dalam
penelitian ini, juga tanggapan responden atas pelaksanaan pekerjaan serta telaahan

dokumen-dokumen terkait penelitian bahwa ASN sering mengalami kebingungan
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dalam pelaksanaan tugas jabatan, para pemegang jabatan (implementors) terkadang
hanya mengikuti cara pejabat lama dalam melaksanakan pekeljaan,. sehingga
kesannya pemegang jabatan tidak mempunyai kreasi lain yang sebenarnya hal itu
sangat diperlukan dalam tugas jabatan sehingga pelaksanaan pekerjaan lebih efektif
dan efisien. Masih kurangnya pemahaman pemegang jabatan akan tugas jabatannya,
berimplikasi tidak tercapainya sasaran sesuai target baik dari segi waktu maupun
hasil yang ingin dicapai.

Tabel 4.8, 4.9 dan 4.10 menggambarkan implementasi deskripsi jabatan
berupa bahan kerja, perangkat kerja dan hasil kerja di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan belum memadai dan belum dimanfaatkan sesuai informasi
analisis jabatan. Uraian jabatan belum seluruhnya dapat dilaksanakan dengan baik,
hal ini berdampak pada kinerja ASN. Tabel-tabel diatas menjelaskan pula bahwa
adanya ketidaksesuaian antara kemampuan pemegang jabatan dengan jenis tugas
jabatan yang diemban. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan penelitian
bahwa penempatan ASN tidak sesuai dengan jabatan yang diduduki, dalam hal ini
kompetensi dan keterampilan dengan tugas jabatan tidak seimbang. Hal ini
berpengaruh kurangnya pemahaman pemegang jabatan atas pekerjaan, dan membawa
konsekuensi terhadap tidak maksimalnya owutput pekerjaan. Kurang optimalnya
kinerja ASN tercermin dari indikasi seperti kemampuan ASN dalam menyelesaikan
pekerjaan scbagaimana pendapat responden mengenai implementasi deskripsi
Jabatan berupa ringkasan tugas dan uraian tugas (uraian jabatan) bahwa sebagian
besar  pemegang  jabatan  (implementors)  analisis  jabatan = belum
mengimplementasikan sesuai dengan informasi analisis jabatan.

Komunikasi dua arah antara pejabat atasan dengan pejabat bawahan begitu

pula sebaliknya sangat berperan dalam menyelesaikan tugas-tugas jabatan. Peran
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pejabat atasan dalam mengkomunikasikan kejelasan informasi kepada pejabat
bawahan secara konsisten sangat mempengaruhi pekerjaan bawahan, Keahlian dan
keterampilan pegawai ASN masih kurang mamadai. hasil penelitian menunjukkan
bahwa dalam penempatan ASN belum adanya kesesuaian antara kualifikasi
pendidikan dengan tugas jabatan, begitu pula dengan pendidikan dan pelatihan yang
diikuti, sebagian besar tidak sesuai dengan jenis pekerjaan. Data menunjukkan 16
responden atau 42,00 % menyatakan diklat yang pernah diikuti sebagian besar tidak
sesuai dengan tugas jabatan. Kompetensi jabatan dalam hal ini jenis pekerjaan
Kriteria tersebut adalah mempunyai keterampilan dan keahlian yang dimiliki pegawai
dalam menyelesaikan tugas jabatan masih kurang memadai, hal ini dikarenakan
ketidaksesuaian dengan tugas jabatan atau bidang pekerjaannya. Seperti yang
dikemukakan oleh Siagian (1999: 84) bahwa keterampilan dan keahlian pegawai
penting sebagai modal kerja untuk menunjang kelancaran tugas. Karena itu sudah
semestinya jika dalam penempatan pegawai apabila setiap pegawai mempunyai
keterampilan dan keahlian sesuai bidang kerjanya.

Berikutmya implementasi analisis jabatan juga tergambarkan melalui
penerapan spesifikasi jabatan (job specification). Dari hasil wawacara kepada para
informan penelitian diketahui bahwa penempatan seorang pegawai dalam jabatan
juga belum sepenuhnya sesuai dengan spesifikasi jabatan atau syarat jabatan, hal ini
dikarenakan keterbatasan personel yang memenuhi kualifikasi jabatan yang sesuai
dengan yang dipersyaratkan.

Berdasarkan keterangan-keterangan yang disampaikan informan penelitian
serta penelaazhan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini, bahwa sikap
para pelaksana (implementors) mempengaruhi hasil ketja keseluruhan. Implementors

tidak saja harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan memiliki
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kapabilitas untuk melaksanakannya, namun para pelaksana tersebut harus
mempunyai penerimaan yang kuat dan keinginan untuk melaksanakan kebijakan itu.
Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2016: 151) bahwa
sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat
mémpengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M.Gozali Rahman (2016), menunjukkan
bahwa kapasitas pegawai dalam bidang kerja (Job discription) dapat menunjang
kelancaran aktivitas lembaga. Hal tersebut tercermin dari adanya keseimbangan antara
kapasitas pegawai dengan jenis pekerjaan dan hasil pekerjaannya efektif dan efisien.

Sebagaimana uraian-uraian diatas seolah memperkuat penelitian ini bahwa
keterampilan dan keahlian seorang pegawai mempengaruhi hasil kerjannya, disini
dimaksudkan perlu adanya kesesuaian antara beban kerja dengan kemampuan
pegawai dalam menyelesaikan pekerjaannya, hal ini sangat menentukan
terimplementasikannya analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan dengan baik, sehingga hasil pekerjaan dapat optimal.

Selanjutnya sebagaimana hasil pengumpulan informasi melalui kuesioner
yang ditanyakan kepada responden mengenai bagaimana implementasi analisis
jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, diketahui bahwa dari
38 responden sebanyak 22 responden atau 58 % menyatakan antara bidang
ilmu/jurusan pendidikan yang dipunyai implementors sebagian besar tidak sesuai
dengan spesifikasi jabatan (job specification). Kemudian menyangkut kediklatan atau
kursus-kursus, diketahui pula sebanyak 18 responden atau 47 % menyatakan antara
bidang pekerjaan dengan diklat yang pernah diikuti sebagian besar tidak sesuai.

Berdasarkan tingkat pendidikan sudah cukup baik, dari 38 responden hanya

11 responden atau 32 % yang menyatakan sebagian besar tidak sesuai dengan
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spesifikasi jabatan. Begitu pula dilihat dari pengalaman kerja, dari 38 responden yang
ditanyai, hanya 10 responden atau 26 % menyatakan sebagian besar tidak sesuai,
selebihnya yaitu 28 responden atau 74 % menyatakan sebagian besar sesuai dengan
spesifikasi jabatan. Dilihat dari kesesuaian pangkat/golongan ruang, dari 38
responden hampir semuanya menyatakan sebagian besar sésuai dengan spesifikasi
jabatan yaitu sebanyak 31 responden atau 82 % menyatakan sebagian besar sesuai
dengan spesifikasi jabataﬁ.

Penjelasan dari uraian tersebut diketahui bahwa penempatan pegawai dari
tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pangkat/golongan ruang pada Sekretariat
Dacrah Kabupaten Bulungan sebagian besar sudah sesuai dengan spesifikasi jabatan.
Namun Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dalam menempatkan pegawai tidak
hanya melihat dari ketiga bagian tersebut, karena ada kriteria lain yang termuat dalam
spesifikasi jabatan seperti kesesuaian bidang ilmu/jurusan pendidikan dengan jenis
pekerjaan, kesesuaian kursus/diklat dengan karakteristik jabatan yang diduduki juga
mempengaruhi pencapaian hasil pekerjaan secara optimal.

Van Meter dan Van Vorn (dalam Winarno, 2016: 153) mengemukakan bahwa
kapasitas sebagai faktor yang berpengaruh bagi implementasi kebjakan.
Implementasi yang berhasil juga merupakan fungsi dari kemampuan organisasi
pelaksana untuk melakukan apa yang diharapkan untuk dikerjakan. Kemampuan
untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mungkin dihambat oleh faktor-faktor
seperti staf yang kurang terlatih dan ferlalu banyak pekerjaan, informasi yang tidak
memaciai dan sumber-sumber keuangan atau hambatan-hambatan waktu yang tidak
memungkinkan,

Memperhatikan uraian-uraian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa

penempatan pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan ditinjau dari
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aspek keterampilan dan keahlian pegawai dengan bidang pekerjaan para pelaksana
(implementors) a_nalisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan belum seluruhnya sesuai dengan informasi analisis jabatan.

Sebagaimana hasil wawancara yang dikemukakan para informan tersebut
diatas dikaitkan dengan teori Van Meter danVan Horn yang penulis gunakan sebagai
acuan untuk menjelaskan bahwa dari keenam variabel atau faktor-faktor yang dapat
berpengaruh terhadap implementasi analisis jabatan di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan menggambarkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor saja yang signifikan
berngaruh terhadap implementasi analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan, keempat faktor tersebut adalah: a) sikap para pelaksana
(implementors); b) sumber-sumber kebijakan; ¢) komunikasi antar organisasi terkait
dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan; d) ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi
pelaksana.

2. Faktor-faktor kendala dalam Implementasi Analisis Jabatan di Lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dapat tergambar dari hasil
wawancara dengan para informan sebagaimar;a tersebut diatas dan dari hasil
jawaban responden atas kuesioner yang diajukan, terdapat 4 (empat) variabel atau
faktor-faktor utama yang menjadi kendala implementasi analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, yaitu:
a. Sikap Para Pelaksana (Implementors)
Pemahaman para pelaksana terhadap hasil analisis jabatan merupakan
suatu hal yang sangat penting dalam mengimplementasikan deskripsi jabatan

dan spesifikasi jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
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Bulungan. hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan para informan
penelitian tentang faktor-faktor yang menjadi kendala implementasi analisis
jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, adalah
sebagai berikut:

Informan utama (key informan) mengemukakan:

“Permasalahan yang secara umum terjadi bukan saja di daerah kami
(Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan) namun juga kemungkinan
terjadi di daerah lain yaitu yang berkaitan dengan personil.
Keterbatasan SDM Aparatur dalam pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab terhadap suatu pekerjaan menjadi kendala yang sampai saat ini
belum selesai. Keterbatasan SDM Aparatur di lingkungan Sekretariat
Daerah ditejemahkan seperti ini yaitu kemampuan dan pengetahuan
mereka dalam melaksanakan pekerjaan belum memadai, dikarenakan
pengetahuan pegawai terhadap uraian pekerjaan masih kurang
mendalam, pada gilirannya berdampak pada pencapaian output
pekerjaan yang tidak maksimal” (hasil wawancara dengan R.Sek).

Kendala lain yang hadapi dalam penerapan hasil analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan adalah kurangnya
kesadaran pemegang jabatan akan pentingnya menunaikan tugas jabatan
yang diberikan kepadanya dengan baik dan sunguh-sungguh. Sebagaimana
hasil wawancara dengan informan penelitian lainnya sebagai berikut:

“Yang juga menjadi kendala sehingga penerapan analisis jabatan

kurang efektif yaitu sikap para pelaksana jabatan kurang baik,

dikarenakan antara lain penempatan pada posisi jabatan yang menurut
mereka kurang pas baik berdasarkan latar belakang pendidikan maupun

berdasarkan kemampuan pemegang jabatan tersebut” (hasil wawancara
dengan R.Org).

Kemudian pertanyaan yang sama juga diajukan kepada informan
ketiga, kendala apa sehingga implementasi analisis jabatan belum berjalan
sesuai dengan deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan, informan tersebut

menyatakan:
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“Kalau di kendala pada implementasi deskripsi jabatan dikarenakan
kekurangpahaman terhadap uraian tugas jabatan, sehingga pejabat
pelaksana tugas tadi kebingungan untuk menyelesaikan pekerjaan.
Sedangkan yang menjadi kendala tidak sepenuhnya diterapkan
informasi jabatan dalam hal ini spesifikasi jabatan dikarenakan
keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur sipil negara dan
keterbatasan pejabat yang masuk kualifikasi jabatan sebagaimana yang
telah ditentukan” (hasil wawancara dengan R.Org-1).

Sikap para pelaksana dalam hal ini implementators analisis jabatan,
menimbulkan hambatan terhadap implementasi analisis jabatan baik berupa
penerapan deskripsi jabatannya maupun penerapan spesifikasi jabatan. Sikap
para implementator analisis jabatan memegang peranan penting suksesnya
atau berhasilnya tujuan yang diinginkan. Hal ini sebagaimana pendapat Van
Meter dan Van Hom (dalam Winarmo, 2016: 149) bahwa pengalaman-

pengalaman subjektivitas individu memegang peran yang sangat besar.

Lebih lanjut Van Meter dan Van Horn mengidentifikasi bahwa ada 3
(tiga) unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan
dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni kognisi
(komprehensi, pemahaman), tentang kebijakan, macam tanggapan
terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan
itu. Dengan demikian dapat ditarik garis lurus bahwa pemahaman dan
kesadaran yang tinggi dari para pelaksana (implementors) dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan memegang peranan yang besar
terimplementasikannya hasil analisis jabatan berupa deskripsi jabatan. Hal
ini sejalan dengan hasil penelitian Mu’amar (2015) bahwa dengan adanya
jiwa loyalitas kepada pimpinan, berdampak pada tercapainya tujuan
organisasi oleh karena para pegawai melaksanakan tugas/kebijakan

semaksimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
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Uraian di atas menegaskan kembali begitu pentingnya sikap para
pelaksana (implementors) analisis jabatan dalam menguraikan dan
melaksanakan deskripsi jabatan dengan baik serta menerima dan
mempunyai kesadaran yang kuat untuk menerima dan mau melaksanakan
semua tugas jabatan yang diemban.

Ciri-Cin atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana
Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana yang dimaksud
berkaitan dengan pengaruh dalam penerapan analisis jabatan khususnya di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan adalah yang berkenaan
dengan kompetensi para pelaksana sebagai pengimplementasi hasil dari
analisis jabatan berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan pada
organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. Implementors sebagai
pelaksana implementasi adalah bagian yang paling penting dalam sebuah
badan/instansi. Berhasil tidaknya organisasi mencapai sasaran-sasaran dan
target-target yang ingin dicapai, bergantung pada kompetensi (keahlian,
keterampilan, kecakapan) dari pelaksana implementasi itu sendiri. Gambaran
karakteristik badan/instansi pelaksana dapat diketahui dari hasil wawancara
dengan para informan penelitian sebagai berikut:
“Penempatan pegawai dalam jabatan disesuaikan dengan keterampilan
dan keahlian sangat mempengaruhi tercapainya suatu tujuan organisasi.
Pada Sekretariat Daerah, rekrutmen pegawai dalam penempatannya
belum sepenuhnya mengikuti hasil analisis jabatan yang ada. Terdapat
beberapa pegawai antara keterampilan dan keahlian belum sesuai
dengan jabatan yang didudukinya” (hasil wawancara dengan R.Sek).
Kemudian ey informan tersebut mengemukakan lebih lanjut bahwa:
“Masih ada ketidakseimbangan antara kemampuan aparatur dengan
beban kerja, sehingga hal ini berpengaruh terhadap kinerja aparatur.

Kalau kinerja aparatur tidak maksimal, tentunya akan mempengaruhi
menurunnya kinerja organisasi”.
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Informan lainnya mengemukakan sebagai berikut:

“Menurut saya, analisis jabatan yang sudah disusun merupakan ukuran

dasar dan panduan bagi pimpinan dan stakeholder lain yang
berkepentingan dalam seleksi, perekrutan, penempatan, maupun
pengisian pegawai pada jabatan yang lowong. Saya melihat, analisis
jabatan belum diterapkan secara efektif, karena masih ada posisi
jabatan-jabatan tertentu di Sekretariat Daerah diisi oleh aparatur yang
tidak sesuai dengan spesifikasi jabatan™ (hasil wawancara dengan
R.Org).

Selanjutnya informan ketiga mengemukakan bahwa:

“Faktor-faktor yang merupakan kendala dalam pengimplementasian
analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah antara lain adalah
faktor sumber daya manusia atau SDM Aparatur. Kecakapan atau
kemampuan para pegawai pelaksana dalam melaksanakan pekerjaan
terbilang masih belum sepenuhnya memadai, dikarenakan uraian
pekerjaan tidak sesuai dengan kompetensi SDM Aparatur. Selanjutnya
ia mengatakan ada faktor lain yang juga menjadi kendala dalam
penerapan analisis jabatan yaitu adanya tugas rangkap atau beban
pekerjaan yang terlalu tinggi. Disini terjadi ketidakseimbangan
sehingga uraian pekerjaan yang menjadi tugas pokoknya tidak mampu
diselesaikan tepat waktu, akibatnya target penyelesaian peketrjaan
tertunda, kemudian mempengaruhi oufput atau oufcomes dari pekerjaan
tersebut” (hasil wawancara dengan R.Org-I).

Hasil wawancara dengan para informan diatas menggambarkan bahwa
faktor SDM ASN begitu sangat penting dalam menyelesaikan semua
pekerjaan yang diemban. Penempatan ASN belum sepenuhnya mengikuti
informasi jabatan yang ada sesuai SK. Bupati Bulungan tentang Analisis
Jabatan. Kurangnya kompetensi baik dari segi pengetahuan maupun
kemampuan menimbulkan ketidakefisienan dalam menyelasaikan tugas-
tugas jabatan. dalam pengelolaan tugas jabatan merupakan permasalah yang
dihadapi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. Permasalahan lain yang
terjadi pelaksana implementasi (implementors) belum memahami secara

mendalam tugas pokoknya, diadakan mutasi ketempat lain yang belum tentu

sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Perhatian dari pemimpin
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diatasnya perlu ditingkatkan dengan memberikan penghargaan dan insentif
bagi pegawai yang melaksanakan tugas jabatan dengan penuh rasa tanggung
jawab dan tepat waktu sesuai dengan perencanaan.

Menurut Ewards (dalam Winarmno, 2016: 176) ada dua karakteristik
utama dari birokrasi, yaitu prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar
atau sering disebut sebagai Standard Operating Procedures (SOP). Dengan
SOP para pelaksana implementasi analsis jabatan dapat memanfaatkan
waktu yang tersedia. Selain itu SOP menyeragamkan tindakan-tindakan
yang akan dilakukan oleh para pemegang jabatan di unit kerja/bagian
masing-masing sehingga baik pejabat lama maupun pejabat baru yang akan
menduduki jabatan yang sama, berlandaskan kepada tindakan-tindakan yang
sama pula. Dengan adanya SOP, menghindari tugas rangkap seperti yang
dikatakan informan sebelumnya menjadi kendala yang juga menghambat
tercapainya kinerja dengan baik.

Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan yang dimaksud yaitu berupa sumber daya
finansial dan sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian dalam
proses implementasi analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah.
Kedua sumber daya ini mempengaruhi jalannya penerapan analisis jabatan
di lingkungan Sekretariat Daerah baik penerapan deskripsi jabatannya
maupun dalam penerapan spesifikasi jabatan. Hasil wawancara dengan
informan penelitian terlihat bahwa keterkaitan sumber daya finansial dan
sumber daya manusia, terimplementasinya hasil analisis jabatan,

pengaruhnya begitu signifikan, dapat dilihat sebagaimana berikut ini:
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Key informan menyatakan ketika diwawancarai terkait dengan
ketersediaan anggaran, apakah sudah terpenuhi sesuai kebutuhan yang
diperlukan sehingga tidak mengganggu terlaksananya implementasi analisis

jabatan, mengatakan:

“Seperti perkataan saya terdahulu, program analisis jabatan ini sudah
ada dananya tersendiri. Besarannya kita sesuaikan dengan anggaran
yang tersedia, karena tidak ini saja yang kita anggarkan, masih banyak
lagi program dan kegiatan di Sekretariat Daerah ini yang juga menjadi
perhatian kami” (hasil wawancara dengan R.Sek).

Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama informan kedua

mengemukakan sebagai berikut:

“Menurut saya sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan
penerapan analisis jabatan kuncinya ada pada manusianya yang
melaksanakan jabatan itu. Kalau SDM nya bagus dan berkualitas,
sudah barang tentu pekerjaan yang di hasilkan juga ikut bagus. Tetapi
kalau SDM nya tidak bagus atau katakan kurang bagus, ya tentunya
hasil pekerjaannya juga kurang bagus” (hasil wawancara dengan
R.Org).

Kemudian informan ketiga mengatakan:

“salah satu permasalahan yang menjadi kendala pada kami
(Sekretariat Daerah) sering terjadi atau seperti ini tidak sering juga sih,
namun ini menganggu lancarnya penerapan analisis jabatan, yaitu
pergantian personil yang katakan sudah cakap pada posisinya itu, di
ganti oleh orang lain yang belum tentu cakap di posisi barunya itu. Ini
yang terkadang mengganggu jalannya implementasi dengan lancar”
(hasil wawancara dengan R.Org-]).

Penjelasan para informan diatas diketahui bahwa faktor-faktor yang
menjadi kendala implementasi analisis jabatan yang ada di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan adalah yang berhubungan dengan
fakfor sumber-sumber kebijakan sebagaimana dikatakan Van Meter dan Van

Hom (dalam Winamo, 2016: 144) bahwa dalam proses implementasi
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kebijakan yang menjadi perhatian adalah sumber-sumber yang dimaksud
mencakup dana atau perangsang (incenfive) lain yang mendorong dan
memperlancar implementasi yang efektif. Selain itu dari keterangan
informan penelitian diatas terungkap bahwa faktor yang juga menghambat
terlaksananya implementasi analisis jabatan di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan dengan baik adalah kurangnya kecakapan yang
dimiliki oleh para pelaksana (implementors) pemegang jabatan dalam

menyelesaikan tugas-tugas jabatan.

Para pelaksana harus memiliki keterampilan-keterampilan yang
diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personel yang terlatih
dengan baik akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang
menjangkau banyak pembaruan (George Edwards dalam Winarno, 2016:
161). Hal ini sebagaimana penelitian terdahulu oleh Hasan (2013), hasil
penelitian menunjukkan bahwa analisa jabatan belum dapat diterapkan
secara tepat atau sesuai kualifikasi yang ditentukan. Hal tersebut tercermin
oleh beberapa aparatur yang kurang sesuai antara keterampilan dan keahlian
yang dimiliki dengan beban kerja, dan masih adanya pengangkatan dalam
jabatan yang belum memenuhi kualifikasi yang ditentukan, baik dart segi
tingkat pendidikan, kepangkatan, skill maupun pengalaman. Walaupun
belum semuanya memenuhi kualifikasi tetapi secara aplikatif cukup baik.

Sejalan dengan teori yang dikemukakan pakar diatas dan penelitian
terdahulu, implementasi analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan juga belum dapat diterapkan sesuai deskripsi jabatan

dan spesifikasi jabaian yang ada. Hal ini dikarenakan ketidakcakapan atau
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kurang cakapnya implementors dalam melaksanakan hasil analisis jabatan

berupa deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan.
d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi terkait disini yaitu, penunjukkan dan
penafsiran pesan di antara unit-unit (komunikasi vertikal ke bawah antara
seorang pimpinan dengan para bawahan) di Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan.

Kebijakan penyusunan dan penerapan analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan merupakan suatu keputusan yang
mana merupakan kewenangan seorang pimpinan untuk selalu dikoordinasikan
dan mengkomunikasikan dengan para pegawai khususnya para pelaksana
implementasi analisis jabatan (implementors), sehingga bisa mencapai tujuan
yang diinginkan. Komunikasi antar pegawai sangatlah penting karena
dengan komunikasi pemahaman terhadap prosedur pelaksanaan kebijakan
tersebut bisa berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.

Berikut hasil wawancara dengan para informan dengan pertanyaan
mengenai pemahaman dan informasi tentang hasil analisis jabatan berupa
deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan bagi para pelaksana (implementors)
di Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, sebagai berikut:

Key informan berpendapat:

“Pemahaman dan informasi tentang hasil analisis jabatan pada

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan untuk pejabat dalam hal ini

para pelaksa kebijakan itu, sudah dimulai dengan kegiatan penyusunan

analisis jabatan yang di laksanakan di semua SKPD di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Bulungan. Saya kira, pemahaman tentang

informasi analisis jabatan para pelaksana ini berbeda-beda, satu

dengan yang lainnya tidak sama cara pemahamannya” (hasil
wawancara dengan R.Sek).
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Informan selanjutnya yaitu informan kedua berpendapat:

“Hal yang menjadikan kendala sehingga implementasi analisis jabatan
di Setda ini kurang efektif dalam pelaksanaannya adalah
mendeskripsikan uraian jabatan (deskripsi jabatan) masing-masing
pegawal. Karena tingkat kepatuhan dan kekurangpahaman terhadap
ringkasan tugas dan uraian tugas menjadikan mereka bekerja asal
melaksanakan saja, tanpa ada target-target tertentu yang dihasilkan,
walaupun tidak semuanya begitu” (hasil wawancara dengan R.Org).

Pertanyaan yang sama juga diajukan kepada informan ketiga yang
berpendapat:

“Menurut saya sosialisasi perlu di intensifkan lagi. Komunikasi

melalui sosialisasi yang berkesinambungan akan lebih efektif dan

mengena pada sasaran, inaksudnya pada para implementor tersebut.

Yang juga dibutuhkan adalah pelatihan-pelatihan mengenai peraturan-

peraturan baru yang berhubungan dengan aturan pelaksanaan

pegelolaan penyusunan analisis jabatan berbasis teknologi informasi.

Ini saya kira akan lebih efektif dalam penerapannya, apabila ada

perubahan-perubahan atau revisi-revisi bahkan evaluasi tidak terlalu

sulit untuk menyesuaikan dengan adanya perubahan-perubahan untuk
menyesuaikan dengan perubahan peraturan baru tersebut” (hasil
wawancara dengan R.Org-I).

Komunikasi antar pegawai sangatlah penting karena dengan
komunikasi pemahaman terhadap informasi jabatan tersebut bisa berjalan
sesuai dengan tujuan organisasi. Komunikasi dua arah dari pimpinan ke pada
bawahan, begitu pula sebaliknya dari bawahan intensif juga berkomunikasi
dengan atasan. Terkait dengan pelaksanaan pelatihan dan sosialisasi,
sebaiknya sering dilakukan agar dapat meningkatkan pengalaman dan
pengetahuan bagi implementors analisis jabatan dalam melaksanakan tugas
jabatan sehingga tugas pokok dan fungsi sebagaimana deskripsi jabatan dan
spesifikasi jabatan dapat di implementasikan dengan baik sesuai dengan

informasi hasil analisis jabatan.
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Selain itu menurut penulis yang termasuk penting juga adalah
pengawasan secara berjenjang mulai dari pimpinan paling atas dalam hal ini
Pak Bupati sampai terus kebawah menurut hirarki jabatan. Hal ini merujuk
teori Van Meter dan Van Hormn (dalam Winarno, 2016: 145), bahwa para
pejabat dalam organisasi mempunyai pengaruh oleh karena posisi hierarkis
mereka. Para pejabat dalam struktur organisasi mempunyai kekuasaan
personel yang diukur dari: 1) Rekrutmen dan seleksi; 2) Penugasan dan
relokasi; 3) Kenaikan Pangkat; 4) Akhimya pemecatan. Sejalan dengan apa
yang dikemukakan George Edwards (dalam Winarno, 2016: 156) yaitu
membahas 3 (tiga) hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni
transmisi, konsistensi dan kejelasan (clarity). Menurut Edwards, persyaratan
pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang
melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Terkait dengan penelitian terdshulu Mu’amar (2015) hasil
penelitiannya menunjukkan apabila pegawai memiliki jabatan yang jelas di
suatu organisasi maka akan memberikan kontribusi kerja secara positif dengan
didukung lingkungan kerja yang baik. Schingga dapat mengemban tugas dan
tanggung jawab dengan maksimal. sebagai bentuk dari jiwa loyalitas kepada
pimpinan, para pegawai harus melaksanakan tugas/kebijakan semaksimal
mungkin untuk mencapai tujuan organisasi.

Uraian tentang faktor komunikasi tersebut diatas bahwa komunikasi
ini dianggap sangat penting dalam setiap proses pelaksanaan implementasi
analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Dacrah Kabupaten Bulungan,
mengingat dalam setiap kegiatan yang dilakukan melibatkan unsur manusia

dan sumber daya yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sedangkan faktor
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yang menjadi kendala penerapan analisis jabatan dengan maksimal adalah
kurangnya sosialisasi kapada para pelaksana (implementators) hasil analisis
jabatan baik berupa deskripsi jabatan maupun spesifikasi jabatan. Disamping
itu interpretasi yang berbeda-beda dari para pelaksana terhadap peraturan-
peraturan dan pedoman mengenai analisis jabatan dikarenakan masih
kurangnya mereka mendapatkan pendidikan dan pelatihan sehingga

pengetahuan dan pemahaman implementors kurang mendalam.

Penjelasan para informan diatas diketahui bahwa faktor-faktor yang
menjadi kendala implementasi analisis jabatan yang ada di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan adalah yang berhubungan dengan
faktor sumber-sumber kebijakan sebagaimana dikatakan Van Meter dan Van
Homn (dalam Winarno, 2016: 144) bahwa dalam proses implementasi
kebijakan yang menjadi perhatian acialah sumber-sumber yang dimaksud
mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan

memperlancar implementasi yang efektif.

Selain itu dari keterangan informan penelitian diatas terungkap bahwa
faktor yang juga menghambat terlaksananya implementasi analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dengan baik adalah
kurangnya kecakapan yang dimiliki oleh para pelaksana (implementors)
pemegang jabatan dalam menyelesaikan tugas-tugas jabatan. Para pelaksana
harus memiliki keahlian dan keterampilan yang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan, Kurangnya personel yang terlatith dengan baik
akan dapat menghambat pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang menjangkau

banyak pembaruan (George Edwards dalam Winatno, 2016: 161). Hal ini
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sebagaimana penelitian terdahulu oleh Hasan (2013), hasil penelitian
menunjukkan bahwa analisa jabatan belum dapat diterapkan secara tepat
atau sesuai kualifikasi yang ditentukan. Hal tersebut tercermin oleh beberapa
aparatur yang kurang sesuai antara keterampilan dan keahlian yang dimiliki
dengan beban kerja, dan masih adanya pengangkatan dalam jabatan yang
belum memenuhi kualifikasi yang ditentukan, baik dari segi tingkat
pendidikan, kepangkatan, skill maupun pengalaman. Walaupun belum

semuanya memenuhi kualifikasi tetapi secara aplikatif cukup baik.

Pelaksanaan analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Dacrah
Kabupaten Bulungan belum dapat diimplementasikan secara menyeluruh
sebagaimana informasi analisis jabatan. Dari uraian sebagaimana diatas
dapat disimpulkan bahwa kendala implementasi analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yaitu: penempatan pemegang jabatan
(implementors) belum seluruhnya sesuai dengan tugas jabatan, baik dari segi
kualifikasi pendidikan maupun diklat yang pernah diikuti. Pandangan yang
berbeda dalam Tim Baperjakat dalam memberikan kriteria penilaian terhadap
pengangkatan dalam jabatan, adanya pengaruh emosional kedaerahan yang
mempengaruhi lingkungan kerja yang berpotensi dalam pengangkatan jabatan
tidak objektif, terbatasnya jumlah ASN yang memenuhi kualifikasi jabatan dan
kurangnya keahlian dan keterampilan menyelesaikan tugas jabatan. Hal ini
faktor-faktor yang menjadi kendala implementast analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara kurang

berjalan efektif.
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3. Upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungar Dalam Meningkatkan
Kualifikasi Jabatan

Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan
dengan baik. Banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses
implementasinya. Sebagaimana telah diuraikan diatas, implementasi kebijakan
merupakan proses yang kompleks. Situasi seperti ini akan mendorong timbulnya
masalah-masalah yang boleh dikatakan rumit dalam pengimplementasiannya.
Berkaitan dengan penelitian ini bahwa proses dalam mengimplementasikan
analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan cukup
menemui permasalahan, dan disebabkan beberapa faktor yang menjadi kendala
implementasi analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan itu sendiri.

Dalam rangka mencari solusi dan memperbaiki penerapan analisis jabatan
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, maka diperlukan upaya-
upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi jabatan pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, yaitu upaya perbaikan yang dilakukan
melalui pendekatan teori dari Van Meter dan Van Horn, atau pendekatan teori
yang relevan dengan penelitian, sebagai berikut:

a. Sikap Para Pelaksana (Implementors)

Sikap para pelaksana (implementors) merupakan faktor yang sangat
penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Oleh karenanya sikap para
pelaksana (implementors) untuk melaksanakan implementasi analisis jabatan
khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

merupakan hal utama yang menjadi perhatian bagi Sekretariat Daerah

Kabupaten Bulungan dalam penerapan analisis jabatan yang lebih baik lagi.
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Hal ini didukung hasil wawancara dengan para informan penelitian, sebagai
berikut:

Upaya-upaya apa yang perlu dilakukan Sekretariat Daerah untuk
meningkatkan kualifikasi jabatan sebagai berikut:

Key informan mengatakan:

“upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi jabatan
adalah melalui rekrutmen pegawai yang disesuaikan dengan kriteria
yang sudah dipersyatkan untuk menduduki suatu jabatan. Kemudian
Mekanisme penempatan seseorang melalui Baperjakat perlu
diperbaiki” (hasil wawancara dengan R.Sek).

Sedangkan informan kedua mengemukakan:

“Dokumen analisis jabatan ini rencananya akan ditetapkan melalui
peraturan kepala daerah (Bupati), sehingga dokumen ini nantinya akan
menjadi pedoman yang lebih mengikat bagi siapa saja atau SKPD lain
yang berkepentingan ingin memanfaatkan dokumen ini”. (hasil
wawancara dengan R.Org).

Selanjutnya informan ketiga mengatakan:

“untuk meningkatkan kualifikasi jabatan di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan, informasi analisis jabatan yang ada
digunakan seluruhnya sesuai dengan isi dari dokumen analisis jabatan
itu. Kalau hal ini bisa diterapkan seperti itu, akan meningkatkan
kualifikasi jabatan karena telah mengikuti dokumen deskripsi jabatan
dan spesifikasi jabatan”. (hasil wawancara dengan R.Org-T).

Selanjutnya upaya-upaya apa yang perlu dilakukan untuk
meningkatkan kinerja aparatur pelaksana implementasi analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah adalah:

Menurut 4ey informan:

“Sering saya katakan kepada semua pegawai di- sini, tingkatkan

harmonisasi dan saling percaya satu sama lainnya. Jangan saling curiga

kepada sesama teman, kepada atasan, kepada bawahan. Kita harus

kompak. Kalau kita tidak kompak, susah kita dalam bekerja(hasil
wawancara dengan R.Sek).
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Pertanyaan yang sama di ajukan kepada informan kedua mengatakan:

“Untuk meningkatkan kinerja para pemegang jabatan (implementors),
diperlukan tambahan pengetahuan khususnya melalui diklat yang
disesuaikan kebutuhan dan tujuan organisasi, sehingga implementors
tersebut memahami apa yang harus dikerjakan” (hasil wawancara
dengan R.Org).

Selanjutnya informan ketiga mengatakan:

“Menurut saya penempatan seseorang pada jabatan tertentu sesuai
dengan keahliannya itu penting, sesuai pendididkan, pengalaman,
senioritas itu semua penting. Namun dengan adanya pengawasan yang
berlanjut, maksudnya kontinyu berkesinambungan secara berjenjang
dan sedikit tegas, yang tidak disiplin diberi sanksi tegas, yang
berprestasi di beri penghargaan atau dihargai, ini akan berdampak
kepada kepatuhan para personil dalam organisasi itu, sehingga mau
tidak mau, suka tidak suka aktivitas mercka tetap merasa diawasi
pimpinan dengan begitu aktivitas anggota organisasi ini terpacu, pada
akhimya kinerja juga dapat meningkat” (hasil wawancara dengan
R.Org-D).

Informan tersebut juga mengatakan:
“Selain itu Sasaran Kerja Pegawai (SKP) juga sangat menenfukan
suksesnya penerapan analisis jabatan ini. Apa-apa yang harus
dikerjakan itu dimuat juga dalam isian SKP termasuk prilaku pegawai
yang kurang peduli dengan penilai kinerja tersebut yang dinilai dari
prestasi kerja pegawai. SKP ini sering diabaikan oleh pegawai, mereka
menganggap SKP ini seperti DP3, diakhir tahun baru membuat.
Padahal SKP ini di isi per periode bahkan setiap hari harus dicatat dan
di dokumenkan semua” (hasil wawancara dengan R.Org-I).
Penjelasan-penjelasan yang dikemukakan oleh para informan penelitian
dapat dijelaskan bahwa upaya yang perlu dilakukan dalam rangka
meningkatkan kualifikasi jabatan para implementors di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dalam menerapkan hasil analisis
jabatan dari sudut deskripsi jabatan adalah meningkatkan intensitas pelatihan
dan pendidikan atau kursus-kursus yang berbubungan dengan tugas jabatan

implementors sehingga keterampilan dan keahlian yang merupakan syarat

yang harus dimiliki untuk menduduki suatu jabatan semakin meningkat,
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sehingga penerapan deskripsi jabatan oleh implementors di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan berjalan se maksimal mungkin yang
pada gilirannya berpengaruh terhadap kinerja yang lebih baik. Selain itu Tim
Baperjakat dapat memanfaatkan informasi analisis jabatan sebagai pedoman
dalam melakukan mutasi maupun promosi. Hal yang juga sangat perlu
mendapat perhatian adalah Sasaran Kerja Pegawai (SKP). SKP ini memuat
semua pekerjaan atau tugas jabatan yang dilaksanakan. keterkaitan SKP
dengan informasi analisis jabatan sangat erat, dimana apa yang dituangkan
dalam SKP merupakan uraian pekerjaan atau tugas jabatan yang
dilaksanakan termasuk penilai prilaku pegawai itu sendiri dan ini menjadi
salah satu ukuran bagi pegawai terhadap kinerja mereka. Namun seperti apa
yang disampaikan informan diatas menunjukkan bahwa SKP belum menjadi
sebuah budaya yang diterapkan dalam organisasi.

Edward (2011: 98) berpendapat bahwa implementasi kebijakan tidak
akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup
kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan
keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya.
Sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah
sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sejalan dengan
penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan persyaratan jabatan yang
didukung dengan keterampilan dan keahlian schingga upaya untuk
meningkatkan kinerja pegawal dapat optimal. Dengan demikian secara

representatif menunjukkan indikasi cukup baik.
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Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap implementasi analisis jabatan di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan. Aspek karakteristik badan/instansi pelaksana
disini adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai
karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang
terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif hubungan baik potensial
maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan
kebijakan. Pola-pola hubungan itu adalah pengawasan secara berjenjang
mulai tingkat atas sampai tingkat bawah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan penelitian mengenai
tingkat pengawasan yang dilakukan di Sekretariat Daerah selama ini, sebagai
berikut:

Key informan mengatakan:

“Pengawasan secara berjenjang sudah kami lakukan. Atasan

melakukan pengawasan kepada bawahannya (waskat). Di internal

sendiri juga begitu, Para asisten mengawasi kepala bagian sampai
kebawah. Para kepala sub bagian mengontrol stafnya langsung.

Pengawasan berjenjang ini juga diamanatkan oleh peraturan

perundang-undangan tentang disiplin pegawai, jadi itu sudah kami

lakukan” (Hasil wawancara dengan R.Sek).
Selanjutnya informan kedua mengatakan:

“Ya, pengawasan yang dilakukan pimpinan kepada bawahan cukup

berjalan baik di Sekretariat Daerah ini. Karena Sekretariat Daerah ini

menjadi barometer SKPD lain, di jadikan contohlah oleh SKPD-SKPD
lain” (Hasil Wawancara dengan R.Org).

Kemudian informan ketiga mengatakan:
“Mengenai pengawasan, ya cukup baik. Pimpinan kami disini yaitu
Pak Sekda, dalam apel pagi selalu mengingatkan untuk mengawasi,

mengontrol anak buahnya. la katakan perhatikan bawahan kita masing-
masing, perhatikan mereka. Namun pengawasan yang terlalu otoriter




43291 pdf
133

dan kaku kepada bawahan juga akan membawa dampak kurang baik
terhadap pelaksanaan tugas™ (hasil wawancara dengan R.Org-I).

Secara hirearki kontrol dari pejabat atasan kepada pejabat bawahan
selama ini cukup baik, pengawasan wajib dilakukan pihak atasan kepada
bawahan di masing-masing unit kerja atau internal kantor. Tanpa
pengawasan dari pimpinan, pelaksana di tingkat bawah dapat
menyimpangkah tugas jabatan dari yang seharusnya dilakukan. Seperti di
nyatakan oleh Van Meter dan Van Homn (dalam Winarno, 2016: 148)
beberapa unsur yang mungkin berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam
mengimplementasikan kebijakan, salah satunya adalah tingkat pengawasan
hierarkis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan proses-proses dalam
badan-badan pelaksana. |

Pengawasan terhadap kinerja pemegang jabatan perlu di intensif di
internal kantor, pengawasan tidak saja dilakukan terhadap tingkat kehadiran
para pegawai di internal kantor, tetapi lebih menekankan pengawasan
terhadap apa yang dikerjakan, cara mengerjakan dan hasil yang dicapai dari
suatu pekerjaan tersebut.

Sumber-Sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan disini adalah sumber daya manusia (SDM)
aparatur yang melaksanakan implementasi analisis jabatan. SDM aparatur
merupakan unsur terpenting agar suatu kebijakan dapat berjalan dengan baik.
SDM aparatur ini berhubungan dengan kecakapan-kecakapan, keterampilan-
keterampilan, keahlian-keahlian mereka terkait dengan tugas jabatan.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas

dan kompetensi seorang pelaksana implementasi kebijakan dalam hal ini
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implementors analisis jabatan adalah melalui penempatan para implementors
tersebut sesuai dengan kompetensinya masing-masing. Berdasarkan hasil
wawancara dengan para informan mengenai bagaimana meningkatkan
sumber daya manusia sehingga memenuhi kualifikasi jabatan yang di
tentukan, sebagai berikut:

Key informan mengemukakan:

“Pegawai kita disini terbatas, salah satunya dikarenakan banyak yang
mutasi atau pindah ke Pemerintah Provinsi Kaltara. Akibatnya
beberapa jabatan itu kosong. Untuk mengisi jabatan-jabatan yang
kosong tersebut, dilakukan rotasi atau mutasi pegawai. Dengan
keterbatasan sumber daya aparatur baik dari segi skill, keahlian,
keterampilan, pendidikan, golongan/ruang, penempatan seseorang itu
dipilih berdasarkan pengalaman seorang pegawai tersebut. ini upaya-
upaya yang dilakukan untuk tetap memenuhi kualifikasi jabatan” (hasil
wawancara dengan R.Sek).

Informan selanjutnya mengemukakan:

“pejabat-pejabat yang menduduki jabatan, dilihat kinerja mereka
selama periode waktu tertentu, jika dianggap tidak berkinerja oleh
pimpinan akan dilakukan rotasi. Jadi langkah-langkah untuk
meningkatkan kualifikasi jabatan itu, dilakukan pergantian pejabat
yang lebih dianggap cocok dari semua aspek penilaian, diantaranya
menyangkut senioritas di lingkungan internal sendiri” (hasil
wawancara dengan R.Org).

Informan berikutnya mengemukakan:

“Menurut saya pengkaderan kepada pelaksana atau para staf sangat
perlu dilakukan oleh Sekretariat Daerah ini. Staf-staf yang belum
menjabat dan mereka kedepannya akan juga menjabat, di kader dengan
baik, dilatih, diikutkan diklat-diklat teknis agar mereka punya
pengalaman, keterampilan, keahlian serta akan mampu melaksanakan
tugas dan fungsi nantinya. Untuk tambaban informasi, analis jabatan
ini memerlukan anggaran. Sekarang ini anggaran terbatas, karena ada
pemangkasan anggaran dari pusat. Namun demikian kita tetap
memberikan reward atas pelaksanaan analisis jabatan ini” (hasil
wawancara dengan R.Org-I).

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winammo, 2016: 144)

mengemukakan bahwa sumber-sumber layak mendapat perhatian karena
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menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang
dimaksud adalah mencakup dana atai perangsang (incemtive) lain yang
mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Selanjutnya
dikatakan dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor
yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Sedangkan menurut George Edwards (dalam Winarno, 2016: 161)
mengemukakan bahwa perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan
secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan
sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan,
maka implementasi inipun cenderung tidak efektif. Sumber yang penting
meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk
melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang
diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan
pelayanan-pelayanan publik. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Rahman (2016) juga menggambarkan bahwa aspek pengalaman kerja dalam
pengangkatan jabatan maupun dalam pemempatan kerja aparatur lebih
mempertimbangkan aspek pengalaman kerja.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan adalah sedikitnya pejabat yang mempunyai keterampilan-
keterampilan pengelolaan. Oleh karenanya dibutuhkan perencanaan
kediklatan yang berkesinambungan sesvai dengan tugas fungsi masing-

masing para pelaksana (implementors).
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d. Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksanaan

Komunikasi merupakan proses penyampaian suatu informasi kepada
orang lain. Komunikasi berguna untuk sarana pemberian informasi, agar
informasi tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan. Penyampaian informasi
kepada pihak-pihak yang berkepentingan begitu penting dalam hal ini para
pelaksana (implementors) analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan. Penerapan dalam proses komunikasi kebijakan analisis
jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yaitu dengan
menyebarluaskan dan menyosialisasikan informasi analisis jabatan kepada
para pelaksana sehingga diperoleh informasi secara menyeluruh mengenai
informasi jabatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, mengenai
komunikasi yang seperti apa yang mendukung implementors analisis jabatan
untuk dapat meningkatkan kualifikasi jabatan di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan, di kemukakan oleh informan penelitian, sebagai
berikut:

Key informan berpendapat:
“SDM Aparatur PNS merupakan modal utama bagi terlaksananya
semua program/kegiatan yang direncanakan. Mengapa saya bilang
modal utama, karena walaupun fasilitas yang diberikan pada pegawai
itu mencukupi, tetapi SDM nya tidak paham apa yang mau dikerjakan,
ya percuma saja. Namun demikian Komunikasi yang intensif dan terus
menerus di lingkungan internal maupun dengan eksternal tentang
pelaksanaan uraian jabatan seperti melakukan FGD dengan para analis
atan para pemegang jabatan, akan menambah wawasan mereka untuk
menerapkan sesuai yang diharapkan” (hasil wawancara dengan R.Sek).

Sedangkan informan kedua mengatakan:

“Apabila seorang pejabat yang mengemban tugas itu kompeten dalam
arti ia memiliki keahlian dan keterampilan baik dari aspek pendidikan,
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pengalaman kerja, dan kemauan yang kuat serta sunguh-sungguh
mengerjakan tugas jabatannya, maka ia akan mampu menyelesaikan
semua tugas-tugasnya dengan baik. Disini peran lingkungan sekitar
mempengaruhi pelaksaan tugas jabatan, misalnya peran atasan
mengkomunikasikan serutin mungkin hal-hal yang baru terkait dengan
pekerjaan bawahan, mengontrol kerja bawahan, mengarahkan dan
melakukan pembinaan dengan cara mengevaluasi kerja bawahan secara
bijaksana, dan sebagainya yang dapat membangkitkan semangat kerja
di internal kantor” (hasil wawancara dengan R.Org).

Selanjutnya informan ketiga mengemukakan pendapatnya:

“Sikap para pegawai yang memegang jabatan di Sekretariat Daerah ini
dalam hal mutasi atau promosi jabatan sebagian besar menurut saya
menerima sesuai dengan ketetapan pimpinan. Kalau pejabat tersebut
merasa menerima dimanapun ia ditempatkan, maka pekerjaan yang
menjadi tanggung jawabnya akan dikerjakan. Sebaliknya, bila pejabat
itu tidak menerima atau menolak atau ia merasa ditempat baru itu tidak
sesuai dengan keinginannya, maka pekerjaan yang menjadi tanggung
jawabnya itu akan diabaikannya. Mengadakan komunikasi sccara
santun, baik, tepat, mempunyai pengaruh positif dan menimbilkan
keharmonisan dalam organisasi itu sendiri, dengan komunikasi yang
lancar dalam organisasi, membuat kecenderungan para pelaksana atau
pemegang jabatan menerima dan mau melaksanakan pekerjaan dengan
sunguh-sungguh” (hasil wawancara dengan R.Org-I).

Hasil wawancara sebagaimana yang dikemukakan para informan
diatas, dapat di interpretasikan bahwa dalam rekrutmen atau menempatkan
pegawai (para implementor) pada jabatan tertentu, hendaknya memilih yang
memiliki keterampilan dan keahlian serta diberikan pekerjaan sesuai dengan
bidang pekerjaannya. Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno,
2016: 145) mengatakan bahwa dalam meneruskan pesan-pesan kebawah
dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lainnya, para
komunikator dapat menyimpangkannya atau menyebarluaskannya baik
secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber
informasi yang berbeda memberikan interpretasi- interpretasi yang tidak
konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-

sumber yang sama memberikan interpretasi- interpretasi yang bertentangan,
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para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk
melaksanakan maksud-makud kebijakan.

Sedangkan Edwards (dalam Winarno, 2016: 159) menyatakan dengan
menyelidiki hubungan antara komunikasi dan implementasi, maka kita dapat
mengambil generalisasi, yakni bahwa semakin cermat keputusan-keputusan
dan perintah-perintah pelaksanaan diteruskan kepada mereka yang harus
melaksanakannya, maka semakin tinggi probabilitas kel‘mtusan—keputusan
kebijakan dan perintah-perintah pelaksanaan tersebut dilaksanakan.

Begitu pentingnya komunikasi menyangkut proses implementasi
analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan,
kumunikasi yang efektif akan dapat meningkatkan kemampuan para
pelaksana analisis jabatan dan memudahkan mereka dalam mengambil
keputusan sesuai dengan tujuan organisasi. Ini merupakan langkah-langkah
atau upaya-upaya Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan meningkatkan
kemampuan dan keahlian implementors analisis jabatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan dalam menerapkan informasi jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan. Jika pegawai yang bersangkutan
diberikan pemberian tugas sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang
dimiliki, ia cenderung akan dengan mudah melaksanakan tugas jabatannya
dan hasilnya dapat dioptimalkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan penelitian, hasil
kuesioner dan telaah atas dokumen-dokumen terkait penelitian ini, dapat
ditarik suatu kesimpulan bahwa upaya-upaya yang perlu dilakukan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dalam mengimplementasikan

analisis jabatan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien antara lain:
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penempatan pegawai ASN mengacu pada kriteria sebagaimana informasi
analisis jabatan, pejabat atasan mengkomunikasikan secara efektif mengenai
informasi yang berkaitan dengan tugas fungsi organisasi dan
mengkomunikasikan informasi analisis jabatan kepada pejabat bawahan
secara konsinten, membangun harmonisasi di internal lingkungan kerja
sehingga kerjasama diantara ASN terbangun dengan baik, meningkatkan
pengetahuan dan keterampilan dengan mengikutsertakan ASN melalui diklat
yang sesuai dengan tupoksi jabatan, melakukan pengawasan secara berkala
secara berjenjang di masing-masing umit kerja‘/bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
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BABYV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang “Implementasi Analisis Jabatan

di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara”

maka dapat disimpulkan bahwa:

1.

Implementasi Analisis Jabatan
Implementasi analisis jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan belum maksimal diterapkan, dikarenakan terbatasnya SDM ASN yang
memenuhi kualifikasi jabatan sebagaimana yang dipersyaratkan sesuai dokumen
analisis jabatan. Begitu pula dengan Deskripsi Jabatan (job description) yang
antara lain memuat ringkasan tugas, uraian tugas, bahan kerja, perangkat kerja dan
hasil kerja belum diimplementasikan secara optimal, baru sebagian kecil dari
informasi deskripsi jabatan tersebut dapat dimanfaatkan. Namun demikian,
meskipun implementasi analisis jabatan belum seluruhnya diterapkan, dari tingkat
pendidikan, pengalaman kerja dan pangkat/golongan ruang sudah memenuhi
kualifikast jabatan,
Faktor-Faktor Kendala
Faktor-faktor kendala dalam implementasi analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan yaitu:
a. Sikap beberapa implementors analisis jabatan yang kurang peduli dengan tugas
jabatan mereka, karena menganggap penempatan tidak sesuat dengan kapasitas
dan keinginan mereka sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara

efektif.
140
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b. Keahlian dan keterampilan' implementors belum memadai témtmﬁa pejabat
pelaksana pada level eselon IV yang bertanggungjawab secara teknis
operasional atas oufput pekerjaan.

c. Pemahaman ASN terhadap tugas fungsi jabatan relatif masih kurang, sehingga
dalam penyelesaian pekerjaan sering mengalami keterlambatan atau tidak
efisien melampaui target waktu yang telah direncanakan sebelumnya, hal ini
berpengaruh terhadap kinerja individu dan berpengaruh pula terhadap kinerja
organisasi,

d. Pendistribusian pegawai belum mengikuti prinsip “the right man in the right
place and the right man behind the right job” (penempatan orang-orang yang
tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang yang tepat untuk jabatan
yang tepat), dalam hal ini beban kerja tidak seimbang dengan kemampuan
pegawai dan pengetahuan yang dibutuhkan, sehingga tidak tercapai hasil kerja
yang optimal.

3. Upaya-Upaya Yang Dilakukan

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualifikasi jabatan di

Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

a. Mengikutsertakan para pelaksana (implementors) analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dalam pendidikan dan
pelatihan atau kursus-kursus yang sesuai dengan tugas jabatan, sehingga
diharapkan kemampuan, keahlian dan keterampilan mereka dapat meningkat
yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja.

b. Meningkatkan pengawasan secara berjenjang kepada para pelaksana

(implementors) di masing-masing Unit Kerja/Bagian di lingkungan Sekretariat
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Daerah Kabupaten Bulungan agar mereka terpacu dan mau melaksanakan tugas
dengan baik dan memberikan insentif yang cukup bagi para pelaksana tersebut.

¢. Menumbuhkan kesadaran (penerimaan) dan kemauan untuk melaksanakan
pekerjaan dengan menciptakan harmonisasi antara pejabat atasan dengan
pejabat bawahan serta rekan kerja dalam lingkungan internal kantor, sehingga
tujuan organisasi dapat tercapai sesuai rencana.

d. Analisis jabatan belum seluruhnya diketahui oleh para pegawai ASN, untuk: itu
diperlukan menyebarluaskan dan menyosialisasikan informasi analisis jabatan

agar pemahaman dan pengetahuan mereka bertambah.

B. SARAN
Dari hasil kesimpulan di atas, penulis mencoba untuk memberikan saran sebagai

berikut;

1. Praktis

a. Dalam rangka meningkatkan kinerja ASN di lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan, maka analisis jabatan yang memuat Deskripsi Jabatan
(Job Description) dan Spesifikasi Jabatan (Job Spesification) hendaknya
diimplementasikan secara tepat dan bepar atau harus memenuhi kualifikasi
jabatan vang telah ditentukan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui reformasi
administrasi, dan menghilangkan praktek-praktek yang melanggar etika
birokrasi.

b. Pengangkatan dalam jabatan oleh Tim Baperjakat seyogyanya mengikuti
informasi analisis jabatan sebagaimana SK. Bupati Bulungan Nomor 593/K-

X1/060/2012 tentang Analisis Jabatan, sehingga penempatan pegawai ASN di
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lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dapat diimplementasikan
sesuai dengan kualifikasi jabatan yang dipersyaratkan.

¢. Menyempurnakan kembali informasi jabatan yang belum lengkap baik
deskripsi jabatan atau uraian jabatan (job description) maupun spesifikasi
jabatan atau syarat jabatan (job specification) seperti nomenklatur baru pada
jabatan-jabatan struktural/eselon IV, III dan Il di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan yang belum tersedia.

d. Menetapkan nomenklatur atau nama-nama jabatan baik jabatan struktural
maupun jabatan fungsional umum (JFU) tidak saja di linglungan Sekretariat
Daerah namun nama-nama jabatan yang tercantum dalam struktur organisasi
pada semua OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

untuk ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati.

Teoritis

Mengkaji lebih mendalam lagi pelaksanaan implementasi analisis jabatan dalam
pengembangan model-model implementasi kebijakan analisis jabatan dalam
sektor publik khususnya di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

dan OPD lain di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulungan.
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Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

No. Nama Jabatan Bagian Sub Bagian

1. | Sekretaris Daerah - -

2. | Asisten Pemerintahan Pemerintahan 1. | Pemerintahan Umum
dan Kesejahteraan 2. | Aparator Pemerintahan
Rakyat dan Otonomi Daerah

3. | Pertanahan
Kesejahteraan Rakyat 1. | Agama

2. | Kesral

3. | Kasrall
Hukum 1. | Perundang-Undangan

2. | Bantuan Hukum

3. | Dokumentasi dan

Penyuluhan Hukum
3. | Asisten Perekonomian Perekonomian 1. | Produksi Daerah
dan Pembangunan 2. | Sarana  Perekonomian
dan BUMD
3. | Lingkungan Hidup
Penbangunan 1. | Penyusunan dan
Pengendalian Program
2. | Monitoring dan
Evaluasi Pembanpunan
3. | Layanan Pengadaan
4. | Asisten  Administrasi Organisasi 1. | Kelembagaan dan
Umum Analisa Jab4tan
2. | Tatalaksana
3. | Pendayagunaan
Aparatur dan
Kepegawaian
Umum 1. | Rumah Tangga dan
Perlengkapan
2. | Administrasi Keuangan
3. | Administrasi Aset
Setda, TU Pimpinan dan
Staf Ahli
Hubungan Masyarakat, | 1. | Hubungan Masyarakat
Protokol dan Kerjasama | 2. | Protokol
3. | Pengendalian Kerjasama
5. | Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik
dan Pemerintahan
Bidang Ekonomi,
Keuvangan dan
Pembangunan
Bidang Kemasyarakatan
dan  Sumber  Daya
Manusia

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, 2017.
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PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

1.

10.

11.

12.

13.

1. Nama D eeereereeerriereseererereeretedeeessaeeeatese bbb e s enarnnaeeen

2. Jabatan 1 eeererereemiesrerseteresseessasesneaaae st ansnessrensarases

3. Instansi :  Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
B. DAFTAR PERTANYAAN

Menurut Bapak/Ibu, apakah informasi jabatan yang dihasilkan dari analisis
jabatan yang ada di Sekretariat Daerah sudah diterapkan sesuai dengan
standar/ukuran yang telah ditetapkan organisasi?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah tujuan-tujuan dari analisis jabatan sudah
direalisasikan?

Menurut Bapak/Ibu, apakah dalam penerapan analisis jabatan, didukung dengan
sumber daya finansial?

Menurut Bapak/Ibu, apakah sarana prasarana yang tersedia menunjang
terlaksananya penerapan analisis jabatan di Sekretariat Daerah dengan baik?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah struktur organisasi Sekretariat Daerah
sudah mengacu pada peraturan perundang-undangan?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah pejabat yang menduduki jabatan
struktural di Sekretariat Daerah sudah sesuai dengan kualifikasi jabatan?

Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil analisis jabatan Sekretariat Daerah yang
memuat deskripsi jabatan dan spesifikasi jabatan telah di sosialisasikan atau
disebarluaskan oleh pejabat atasan kepada pejabat bawahan?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah tujuan-tujuan dari analisis jabatan sudah
direalisasikan?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai pemahaman pejabat eselon sebagai
pejabat yang mengimplementasikan {(implementor) hasil analisis jabatan?
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, mengenai sikap para implementor analisis
jabatan dalam pengimplementasiannya?

Menurut Bapak/Ibu, apakah Pendidikan dan Pelatihan bagi para pelaksana
analisis jabatan perlu ditingkatkan?

Menurut Bapak/Ibu, apakah lingkungan sekitar tempat kerja mendukung
pelaksanaan tugas jabatan?

Menurut Bapak/Ibu, apakah lingkungan ekternal berpengaruh terhadap penerapan
hasil analisis jabatan?
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PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

1.
2.
3.

Nama D ireeneeniieeie e e e et eaee e
Jabatan D et e et s srnemeaeans
Instansi . Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1.

Menurut Bapak/Ibu, apa kendala dalam mengimplementasikan analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penempatan pegawai di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan?

Menurut Bapak/Ibu, apakah sumber daya dalam implementasi analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah cukup tersedia?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apakah informasi analisis jabatan
dikomunikasikan dengan efektif?
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PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS RESPONDEN

I.
2.
3.

Nama e e bt rennesanan
Jabatan D sttt ees s s as et ent st et carveeasatens
Instansi :  Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

B. DAFTAR PERTANYAAN

1.

2.

Menurut Bapak/[bu, apa upaya-upaya yang dilakukan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan dalam meningkatkan kualifikasi jabatan?

Menurut Bapak/Ibu, apa upaya dalam meningkatkan kinerja aparatur di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan?

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana tingkat pengawasan dalam implementasi analisis
Jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, apa upaya meningkatkan kualifikasi jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, upaya-upaya dalam implementasi analisis
jabatan di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan schingga dapat
secara makimal diimplementasikan?
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
INFORMAN 1 (R.Sek)

Daftar Pertanyaan

Jawaban

Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Bapak/Ibu, apakah
informasi jabatan yang dihasilkan
dari analisis jabatan yang ada di
Sekretariat Daerah sudah
diterapkan sesuai dengan
standar/ukuran  yang telah
ditetapkan organisasi?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apakah tujuan-tujuan dari analisis
jabatan sudah direalisasikan?

Setiap pejabat mulai dari eselon II
sampai dengan eselon IV tentunya
dituntut untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan sesuai dengan jabatannya.
Salah satu standar atau ukuran yang
bisa dilihat dari seorang pegawai
adalah apa output dari pekerjaannya
itu. Sehingga jelas, setiap pejabat di
Sekretariat Daerah ini  dalam
melaksanakan tugasnya tidak boleh
melenceng dari standar atan ukuran-
uvkuran yang telah digariskan
organisasi.

Secara garis besar dapat saya katakan
analisis jabatan digunakan untuk
kepentingan kepegawaian,
kelembagaan, diklat dan lain
sebagainya. Berkaitan dengan itu,
tujuan dari diadakannya analisis
jabatan ini adalah untuk memperoleh
pegawai yang sesuai dengan
kualifikasi jabatan yang telah
dipersyaratkan sebagaimana
tercantum dalam dokumen analisis
jabatan tersebut. Dalam perekrutan
pegawai atau pejabat baik itu
penempatannya, mutasi; atau
promosi, kami sesuaikan dengan
informasi jabatan yang ada pada
dokumén analisis jabatan, ya
walaupun kami menyadari tidak
seluruhnya dapat dilaksanakan.

Sumber-Sumber Kebijakan

Menurut  Bapak/Ibu, apakah

dalam penerapan analisis jabatan,
didukung dengan sumber daya
finansial?

Program atau kegiatan ini ada pada
Bagian  Organisasi  Sekretariat
Daerah, Salah satu kegiatan di Bagian
Organisasi itu adalah penyusunan
analisis jabatan di Sekretariat Daerah
yang tidak lain didukung dana dari
APBD Kabupaten Bulungan, namun
besaran dana yang . diberikan
menyesuaikan Anggaran Pemerintah
Daerah secara keseluruhan.
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No.

Daftar Pertanyaan

Jawaban

Menurut  Bapak/lbu, apakah
sarana prasarana yang tersedia
menunjang terlaksananya
penerapan analisis jabatan di
Sekretariat Daerah dengan baik?

Mengenai sarana dan prasarana,
melalui Bagian Umum, kita sudah
mengadakan  berbagai = macam
perlengkapan kantor guna menunjang
pekerjaan para pegawai, dengan
tujuan agar para pegawai tersebut
lebih mudah menyelesaikan
pekerjaan yang sudah menjadi tugas

dan tanggung jawabnya,
C. | Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana
1. | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, | Begini, lembaga Sekretariat Daerah

apakah  struktur  organisasi
Sekretariat Daerah sudah
mengacu pada peraturan
perundang-undangan?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu;
apakah pejabat yang menduduki
jabatan struktural di Sekretariat
Daerah sudah sesuai dengan
kualifikasi jabatan?

ini dibentuk mengacu kepada
peraturan perundang-undangan yang
mengaturnya. Sesuai  fungsinya,
Bagian Organisasi lah yang secara
teknis operasional yang
melaksanakan penyusunan struktur
organisasi Sekretariat Daerah, dan
setahu saya itu sudah berdasarkan
Peraturan Pemerintah yang mengatur
tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebelum kami menempatkan pegawai
pada tempatnya/jabatannya, kami
melakukan rapat terlebih dahulu yaitu
rapat Baperjakat. Secara singkat saya
sampaikan, apa yang diputuskan
dalam rapat itu sudah
mempertimbangkan berbagai
masukan dan saran dari Tim
Baperjakat. Pegawai yang paling
sesuai atau yang paling memenuhi
persyaratan jabatan yang kami
rekomendasikan unfuk  diangkat
dalam jabatan yang lowong itu,
walaupun tidak sepenuhnya
mengikuti hasil analisis jabatan, ya,
dikarenakan keterbatasan personel
yang belum tersedia sesuai dengan
kualifikasi jabatai Ving
dipersyaratkan.
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No.

Daftar Pertanyaan |

Jawaban

Komunikasi Antar Organisasi
Pelaksanaan

Terkait dan Kegiatan-Kegiatan

Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil
analisis  jabatan  Sekretariat
Daerah yang memuat deskripsi
jabatan dan spesifikasi jabatan

telah di sosialisasikan atau
disebarluaskan oleh pejabat atasan
kepada pejabat bawahan?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apakah tujuan-tujuan dari analisis
jabatan sudah direalisasikan?

Sejak  dilaksanakannya  analisis
jabatan oleh Bagian Organisasi,
hasilnya yang berisikan informasi
jabatan yaitu deskripsi jabatan dan
spesifikasi jabatan, isinya belum
begitu tersampaikan secara
menyeluruh kepada pejabat bawahan
atau pada pelaksana implementasi.
Karena Saya melihat begini, memang
informasi jabatan yang disusun itu
cukup kompleks, artinya masih perlu
banyak informasi didalamnya yang
hafus  téris  didorong — ufituk
disosialisasikan dan disebarluaskan
secara berjenjang mulai dari pejabat
tingkat atas sampai pejabat tingkat
bawah, sehingga pejabat pelaksana
implementasi semakin memahami
tugas pokok dan fungsinya, dan ini
saya rasa akan berpengaruh terhadap
kinerja yang lebih baik lagi
kedepannya.

Memang komunikasi yang efektif
diantara  seluruh  pegawai di
lingkungan Sekretariat Daerah ini
perlu terus kita bangun, agar tercipta
suatu hubungan yang harmonis
diantara para pegawai itu sendiri.
Apakah itu antara atasan dengan
bawahan, ataupun bawahan dengan

atasan. Dengan terbangunnya
harmonisasi dalam bekerja diatara
kedua belah pihak, akan

memudahkan penyelesaian pekerjaan
yang sudah menjadi tugas jabatan
masing-masing, terutama pada
menerapkan kebijakan dalam hal ini
mengimplementasikan hasil analisis
jabatan.
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E. | Sikap Para Pelaksana (Implementors)

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
mengenai pemahaman pejabat

eselon sebagai pejabat yang
mengimplementasikan
(implementor) hasil analisis
jabatan?

Bagaimana pendapat Bapak/Tbu,
mengenai sikap para implementor

analisis jabatan dalam
pengimplementasiannya?
Menurut Bapak/Ibu, apakah

Pendidikan dan Pelatihan bagi
para pelaksana analisis jabatan
perlu ditingkatkan?

Pemahaman akan tugas pokok yang
diberikan kepada seorang pejabat atau
pegawai sebenamya masih banyak
kekurangan. Terkadang saya

menanyakan kepada pejabat atau
katakan pegawal 1mereka agak
bingung menjelaskan atau
menyampaikan suatu hal yang

berkenaan apa yang mau di hasilkan
dari tugas-tugas mereka itu. Menurut
saya di Sekretariat Daerah ini perlu
di bangkitkan kesadaran terhadap
seluruh pegawai, terutama yang
iendudiiki jabatan atau yang punya
eselon untuk mau dan sungguh-
sungguh dalam melaksanakan tugas
yang diberikan.

Sikap para pejabat yang
melaksanakan  pekerjaannya itu
tentunya akan mempengaruhi kinerja
mereka: Bila para pelaksana itu
memiki kesungguhan dan kemauan
yang kuat untuk melaksanakan apa
yang menjadi tugas jabatannya, maka
ia akan melaksanakan semua
pekerjaan dengan baik. Namun ada
juga para pegawai pelaksana itu tidak
sungguh-sungguh  atau  belum
menjalankan tugasnya dengan baik.

Sangat perlu, karena diklat itu,
maksud saya diklat yang sesuai
tupoksinya = akan  meningkatkan
pemahaman pegawai, pengetahuan
serta membangkitkan  semangat
pegawai itu sendiri, apalagi diklat
tersebut misalnya ada sesi semacam
Glitbond atau sedy comparatif ke
dacrah lain yang dinilai sudah baik
dalam melaksanakan tugas pekerjaan
sesuai tujuan diklat.
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Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut Bapak/Ibu, apakah
lingkungan sekitar tempat kerja
mendukung pelaksanaan tugas
jabatan?

Menurut Bapak/Ibu, apakah
lingkungan ekternal berpengaruh
terhadap penerapan hasil analisis
jabatan?

Untuk memperoleh hasil kerja aang
maksimal, kita pasti membutuhkan
kondisi lingkungan kerja yang
kondusif. Lingkungan sekitar kita
mendukung apa yang kita kerjakan,
rekan kerja, bawahan mendukung apa
yang kita kerjakan, kemudian yang
terpenting juga atasan mendukung
apa yang kita kerjakan. Nah, situasi
seperti ini sedikit banyaknya juga
terjadi di Sekretariat Daerah ini. Hal
seperi ini akan terus kami
pertahankan dan terus  kami
fingkatkan.

Berpengaruh. Salah satu SKPD diluar
dari SKPD Sekretariat Daerah
misalnya BKD, mempunyai fungsi
memberi usulan dan masukan ke pada

pejabat pengambil
kebijakan/keputusan dalam hal ini
Baperjakat dalam  penempatan

seorang pegawai/pejabat yang mana
diselaraskan  dengan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.




43291.pdf

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
INFORMAN 2 (R.Org)

Daftar Pertanyaan

I

Jawaban

Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Bapak/lbu, apakah
informasi jabatan yang dihasilkan
dari analisis jabatan yang ada di
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan sudah diterapkan sesuai
denigan standar/ukuran yang telah
ditetapkan organisasi?

Bagaimana pendapat Bapak/Tbu,
apakah tujuan-tujuan dari analisis
jabatan sudah direalisasikan?

Analisis jabatan sangat dibutuhkan
saat ini, karena analisis jabatan dapat
menjadi dasar atau pedoman dalam
perekrutan pegawai sesuai dengan
hasil analisis jabatan. Hal ini juga
sebagaimana di amanatkan oleh
undang-undang yang terkait dengan
petunjuk dalam menganalisis suatu
jabatan yang ada di pemerintahan.
Begitu pula dengan Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulungan sendiri,
telah melaksanakan analisis jabatan
hampir di semua SKPD yang ada di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan. untuk di Sekretariat
Daerah  sendiri, juga sudah
dilaksanakan oleh Kami di Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah ini.
Kebijakan yang ada di Sekretariat
Dacérah, bahwa sémua pegawai haru§
melaksanakan tugas dan fungsinya
sesuai dengan tempatnya masing-
masing, yang mana  dalam
pelaksanaan tugasnya ada target-
target, sasaran-sasaran yang harus
dicapai sesuai dengan tujuan dari
pada Sekretariat Daerah itu sendiri
yaitu meningkatkan kualitas aparatur
dalam penyelenggaraan
pemerintahan.

Saya jelaskan sedikit, analisis jabatan
itu menghasilkan informasi jabatan
yang terdiri dari deskripsi jabatan dan
spesifikasi jabatan. Deskripsi jabatan
diantaranya ringkasan tugas, uraian
tugas, bahan kerja, perangkat kerja,
hasil kerja. Sedangkan spesifikasi
jabatan diantaranya tingkat
pendidikan, bidang ilmu/jurusan
pendidikan, pendidikan dan
pelatihan,  pengalaman  kerja,
pangkat/golongan,
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Kita di Bagian Organisasi ini sudah
menyusun analisis jabatan dan ini
menjadi dasar semua pegawai/pejabat
dalam  menjalankan  fungsinya
masing-masing, tujuan yang
diinginkan dari pelaksanaan analisis
jabatan salah satunya agar para
pejabat tersebut mengetahui dengan
jelas tugas fungsinya, sehingga
berpengaruh kepada peningkatan
kinerja. Melihat dari  laporan
aluntabilitas  kinerja  Sekretariat
Daerah, bila dikaitkan dengan tujuan
penerapan analisis jabatan masih
batyak yarig hdrus dibemahi dan
ditingkatkan seoptimal mungkin
terutama peningkatan kemampuan
individu sebagai pelaksana kebijakan
implementasi analisis jabatan.

Sumber-Sumber Kebijakan

Menurut Bapak/Ibu, apakah
dalam penerapan analisis jabatan,
didukung dengan sumber daya
finansial?

Menurut Bapak/Ibu, apakah
sarana prasarana yang tersedia
menunjang terlaksananya
penerapan analisis jabatan di
Sekretariat Daerah dengan baik?

Pelaksanaan kegiatan analisis jabatan
sudah di  programkan  dan
dilaksanakan sejak tahun 2012 yang
lalu, yang anggarannya dimasukkan
dalam DPA Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah. Anggaran yang
tersedia untuk mendukung kegiatan
penyusunan analisis jabatan di
Sekretariat Daerah cukup memadai.

Sarana prasarana yang tersedia di
Sekretariat Daerah cukup menunjang
seorang pejabat dalam melaksanakan
tugas serta kewajibannya.

Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apakah  struktur  organisasi
Sekretariat Daerah sudah
mengacu pada peraturan
perundang-undangan?

Kita menyusun struktur organisasi
Sekretariat Daerah ini menyesuaikan
dengan ketentuan dari pusat.
Dasarnya pada peraturan yang di
terbitkan pemerintah.
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Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apakah pejabat yang menduduki
jabatan struktural di Sekretariat
Daerah sudah sesuai dengan
kualifikasi jabatan?

Dasar penempatan pegawai/pejabat
adalah melihat dokumen deskripsi
jabatan dan spesifikasi jabatan.
Apakah seseorang pegawai atau
pejabat itu sudah sesuai kualifikasi
jabatan, tentunya mengacu pada
kriteria-kriteria dari deskripsi jabatan
dan spesifikasi jabatan yang ada.
Artinya deskripsi jabatan dan
spesifikasi  jabatan itu  telah
diterapkan di lingkungan Sekretariat
Daerah, namun belum dapat
dijalankan secara efektif, mengingat
keterbatasan SDM Aparatur yang

sepenuhnyd sesuai denpan
persyaratan  jabatan sehingga
memenuhi kualifikasi jabatan.
D. | Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan
Pelaksanaan
1. | Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil | Hasil dari analisis jabatan yang

analisis  jabatan  Sekretariat
Daerah yang memuat deskripsi

telah di sosialisasikan atau
disebarluaskan oleh pejabat atasan
kepada pejabat bawahan?

berupa deskripsi jabatan dan
spesifikasi  jabatan sudah di
dokumentasikan dalam bentuk buku

Dokumen analisis jabatan ini menjadi
pedoman bagi pejabat pelaksana
dalam melaksanakan pekerjaannya.
Pada unit-unit kerja atau pada
Bagian-bagian dan Sub-sub bagian
yang ada di lingkungan Sekretariat
Daerah, dokumen analisis jabatan
belum sepenuhnya diketahui atau
belum tersosialisasikan dengan baik
kepada para pelaksana
(implementator) serta juga belum
adanya komitmen yang kuat dalam
pelaksanaannya. Sebagai informasi
tambghan dimana dokumen analisis
jabatan tersebut belum ditetapkan
secara formal melalui Peraturan
Biipati.
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2. | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, | Pejabat eselon II sebagai pejabat
apakah pejabat atasan telah | atasan mempunyai peranan besar
mengkomunikasikan secara jelas | dalam  mengkomunikasikan dan
dan konsisten hasil analisis | menyampaikan informasi jabatan
jabatan kepada pejabat-pejabat | kepada para pelaksana pekerjaan di
bawahan (para pelaksana)? tingkat bawah. Informasi mengenai
hasil analisis jabatan seperti ini yang
menjadi perhatian untuk secara
intensif disebarluaskan dan secara
konsisten baik dalam menyampaikan
informasi jabatan maupun konsinten
dalam pelaksanaannya.

E. | Sikap Para Pelaksana (Implementors)

1. | Bagaimana pendapat Bapak/ibu, | Keberhasilan implementasi analisis
mengenai pemahaman pejabat | jabatan tidak terlepas dari sikap para
eselon sebagai pejabat yang | pejabat pelaksana implementasi itu

mengimplementasikan sendiri. Pejabat yang diberi amanah
(implementor) hasil analisis | menduduki suatu jabatan dan
jabatan? menerima dan mau menjalankan

semua tugas yang dibebankan
kepadanya, - akan mampu
melaksanakan pekerjaan itu secara
maksimal: Namun; beberapa yang
lain, sikap dan prilaku mereka seolah
tidak menerima atau menolak
terhadap jabatan yang diberikan, Hal
inilah yang dapat menimbulkan
keenpganan seorang pejabat untuk
sungguh-sungguh melaksanakan apa
yang menjadi tugas dan fungsinya.

2. | Bagaimana pendapat Bapak/Ibn, | Sikap pejabat pelaksana
mengenai sikap para implementor | implementasi kembali berpulang
analisis jabatan dalam | kepada individu-individu masing-
pengimplementasiannya? masing. Ada yang menerima atas
jabatan yang diberikan karena
menganggap sebagai amanah yang
dipercayakan pimpinan kepadanya,
ada yang menolak karena
menganiggap tdiak cocok di posisi
tersebut, ada juga yang bersikap
biasa-biasa saja, netral saja dalam
menjalankan tugas sehari-hari.
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Menurut  Bapak/Ibu, apakah
Pendidikan dan Pelatihan bagi

'| para pelaksana analisis jabatan

perlu ditingkatkan?

Perlu sekali, karena para pelaksana
implementasi analisis jabatan itu
adalah pejabat yang bertanggung
jawab langsung terhadap kegiatan
operasional di lapangan. Kita ketahui
jabatan-jabatan itu tidak selamanya
diduki seseorang, pasti berganti-
ganti, sehingga diklat ini bukan saja
dibutuhkan oleh pejabat lama, tetapi
juga dibutuhkan pejabat baru dan
diklat ini sudah menjadi kebutuhan
bagi setiap pegawai dalam rangka

meningkatkan  kompetensi  dan
kapasitas pegawai.

F. | Liiigkiiigain Ekononii, Sosial daii Politik

1. |Menurut Bapak/Ibu, apakah | Kondisi lingkungan sekitar tempat
lingkungan sekitar tempat kerja | kami bekerja cukup kondusif, dalam
mendukung pelaksanaan tugas | artian pimpinan mendukung aktivitas
jabatan? bekerja yang kami lakukan dalam

melaksanakan tugas jabatan.

2. | Menurut Bapak/lbu, apakah | Secara tidak langsung faktor
lingkungan ekternal berpengarub | eksternal ~— cukup  berpengaruh
terhadap penerapan hasil analisis | terhadap implementasi analisis
jabatan? jabatan. Dukungan anggaran

pelaksanaan penerapan hasil analisis
jabatan dari anggota Dewan (pihak
legislatif) mempengaruhi
implementasi analisis jabatan ini.
Penyusunan analisis jabatan telah

diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan, semua
organisasi pemerintah mulai

pemerintah pusat hingga pemerintah
paling bawah seperti kelurahan
berkewajiban melaksanakan
penyusunan analisis jabatan sebagai

pedoman pelaksanaan tugas.
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A. | Standar/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Menurut Bapak/lbu, apakah
informasi jabatan yang dihasilkan
dari analisis jabatan yang ada di
Sekretariat Daerah sudah

‘diterapkan ~ sesual = dengan

standar/ukuran yang telah
ditetapkan organisasi?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apakah tujuan-tujuan dari analisis
jabatan sudah direalisasikan?

Deskripsi jabatan atau biasa disebut
uraian tugas merupakan serangkaian
tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan
yang harus dikerjakan pemegang
jabatan tersebut. Gutput atau outcome
dari pekerjaan itu merupakan ukuran
atau bisa saya katakan ukuran kinerja
dari pejabat yang bersangkutan,
karena salah satu keberhasilan
pemegang jabatan itu divkur dari
terselesaikannya pekerjaan tepat
waktu, efektif dan efisien yaitu output
atau outcome nya itu tadi.

Analisis jabatan ini merupakan
pekerjaan yang cukup kompleks,
sehingga untuk merealisasikan isinya
juga memerlukan waktu yang
menurut saya memakan waktu cukup
panjang. Kita lihat isinya memuat
deskripsi jabatan (uraian jabatan) dan
spesifikasi jabatan (syarat jabatan).
Keduva informasi jabatan tersebut
cikup ideal, schingga
implementasinya  tidak = begitu
maksimal dikarenakan terbatasnya
SDM Aparatur dengan kriteria ideal
seperti yang dipersyaratkan, akhirnya
tujuan dari analisis jabatan belum
sepenuhnya dapat direalisasikan.

Sumber-Sumber Kebijakan

Menurat  Bapak/Ibu, apakah
dalam penerapan analisis jabatan,
didukung dengan sumber daya
finansial?

Analisis jabatan int kami susun
berdasarkan Surat Keputusan (SK)
Bupati Bulungan No. 593/K-
X1/060/2012 tentang Penyusunan
Analisis Jabatan. Konsekuensi dari
SK 1ini ada penganggaran yang
disediakan untuk melaksanakan
program/kegiatan ini. Perlu saya
tambahkan hampir semua SKPD di
lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bulungan  telah  melaksanakan
penyusunan analisis jabatan.
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Menurut  Bapak/lbu, apakah
sarana prasarana yang tersedia
menunjang terlaksananya
penerapan analisis jabatan di
Sekretariat Daerah dengan baik?

Namun demikian penerapan analisis
Jabatan ini tidak semudah yang
dibayangkan, tidak cukup hanya
dengan dukungan anggaran yang
cukup, namun menurut saya kuncinya
pada kemampuan, keterampilan dan
kemavan yang kuat dan juga
konsistensi para pemegang jabatan
yang melaksanakan tugas jabatan itu.

Sarana prasarana seperti bahan kerja,
perangkat atau peralatan kerja, itu
semua tentunya menunjang
kelancaran dalam menyelesaikan
pekerjaan. Di Sekretariat Daerah ini
fasilitas itu seperti meja kerja, kursi,
komputer/laptop, printer, kertas dan
lain sebagainya sudah tersedia, dan
ini menunjang tugas-tugas kami.

Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apakah  struktur  organisasi
Sekretariat Daerah sudah
mengacu pada peraturan
perundang-undangan?

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apakah pejabat yang menduduki
jabatan struktural di Sekretariat
Daerah sudah sesuai dengan
kualifikasi jabatan?

Kita mengacu kepada aturan
mengenai  organisasi  perangkat
daerah (OPD) dari pemerintah pusat.
Ini acuan kami dalam membentuk
struktur ~ organisasi  Sekretariat
Daecrah. Persoalan yang sering terjadi
pada operasionalisasi pelaksanaan
pekerjaan, pemegang jabatan merasa
kebingungan bagaimana atau dengan
cara apa menyelesaikan
pekerjaannya. Dalam menyelesaikan
pekerjaan terkadang hanya mengikuti
seperti pejabat lama, sehingga
kesannya tidak mempunyai alternatif

lain dalam menyelesaikan pekerjaan.

Menurut saya belum seluruhnya
pegawai yang menduduki jabatan
eselon sesuai dengan spesifikasi atau
persyaratan jabatan.
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Ada beberapa posisi sudah sesuai
persyaratan, ada pula belum sesuai,
hal ini menurut saya ada beberapa hal
yaitu pegawai yang masih kurang
dengan kriteria sesuwai dengan
persyaratan jabatan, dikarenakan
banyak pegawai yang pindah tugas ke
Provinsi Kalimantan Utara,
sementara belum ada penerimaan
melalui jalur Tes CPNS karena
adanya moratorium dari pemerintah
pusat. Bukan hanya jumlah yang
kurang, dari segi pemahaman akan
uraian tugas jabatan juga masih
belum memadai. Selain itu
pengawasan secara berjenjang perlu
di intensifkan agar para pelaksana
lebih giat menjalankan tugas yang
diberikan.

Komunikasi Antar Organisasi

Pelaksanaan

Terkait dan Kegiatan-Kegiatan

Menurut Bapak/Ibu, apakah hasil

analisis  jabatan

Sekretariat

Daerah yang memuat deskripsi
jabatan dan spesifikasi jabatan

telah di sosialisasikan

atau

disebarluaskan oleh pejabat atasan
kepada pejabat bawahan?

apakah pejabat atasan

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,

telah

mengkomunikasikan secara jelas

dan konsisten hasil

analisis

jabatan kepada pejabat-pejabat
bawahan (para pelaksana)?

Saya rasa Dbelum seluruhnya
informasi jabatan yang berisikan
deskripsi jabatan dan spesifikasi
jabatan itu diketahui oleh pemegang
jabatan. Karena masth kurang akan
pemahaman terhadap isi hasil analisis
jabatan, informasi yang diperoleh
bawahan dari atasan juga tidak
lengkap. Begitu pula sebaliknya,
bawahan masih kurang memberikan
kreatifitas atau terobosan-terobosan
dalam melaksanakan pekerjaan
akhirnya pencapaian yang diharapkan
belum bisa tercapai sesuai target.

Yaitu tadi karena keterbatasan
pemahaman, keterbatasan informasi
jabatan hasil analisis jabatan yang
belum secara mendetail di ketahui
baik bagi pejabat yang diatas dan juga
pejabat yang melaksanakan
jabatan/para pelaksana,
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mempengaruhi sasaran-sasarar,
target-target dari rencana kerja yang
telah disusun sebelumnya. Secara
tidak sadar menurut saya, komunikasi
ini penting sekali terutama yang
berhubungan dengan tugas kita
schari, saling bertukar fikiran, saling
memberikan informasi-informasi
terbaru seputar pekerjaan,
memberikan  pembinaan  kepada
bawahan secara kontinyu, mau
menerima saran, masukan juga
kritikan yang sifatnya membangun
untuk kepentingan organisasi. Hal-
hal inilah yang menurut saya perlu
diperhatikan dalam sebuah
organisasi, dan ini akan berpengaruh
positif terhadap kinerja organisasi.
Selain itu yang berpengaruh juga
terhadap kinerja yaitu masih adanya
pembagian tugas yang tidak
seimbang. Banyaknya tugas-tugas
yang dikerjakan oleh pemegang
jabatan, disisi lain kekurangan staf
pendukung sehingga pembagian
tugas secara spesifik juga kurang
jelas.

Sikap Para Pelaksana (Implementors)

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
mengenai pemahaman pejabat
eselon sebagai pejabat yang
mengimplementasikan
(implementor) hasil  analisis
jabatan?

Pegawai pemegang jabatan di
Sekretariat Daerah tidak lain pejabat
eselon yang langsung bertanggung
jawab melaksanakan tupoksi yang
diberikan. Masalahnya pada
kemauannya, kepedulian,
kesungguhan untuk menyelesaikan
semua yang menjadi tupoksi si
pejabat  tersebut. kurangnya
pemahaman  terhadap  tupoksi
tentunya masih ada, namun jika
pejabat yang bersangkutan
memaksimalkan potenst yang dia
miliki dengan sungguh-sungguh
dijalankan sesuai tupoksi, saya kira
bisa.
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Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
mengenai sikap para implementor

analisis jabatan dalam
pengimplementasiannya?
Menurut  Bapak/Ibu, apakah

Pendidikan dan Pelatihan bagi

-para pelaksana analisis jabatan

perlu ditingkatkan?

Namun tidak semua  begitu,
kendalanya juga pada sikap pejabat
pelaksana yang monolak atau acuh
tak acuh terhadap beban tugas yang
diberikan karena menganggap tidak
sesuai dengan keahlian, kemampuan
dan ada juga karena tidak sesuai
dengan basic pendidikan yang
dienyam.

Seperti yang saya katakan, sikap para
pemegang jabatan itu berbeda-beda,
yang menerima karena beranggapan
jabatan sebuah amanah yang
dipercakan kepadanya, akan serius
menjalankan amanah yang diberikan.
Ada yang tidak terlalu serius,
menjalankan tugas monoton saja,
kurang kreasi, tidak inovatif, sesuai
pengalaman atau cara-cara
menyelesaikan  tugas  pekerjaan
seperti cara yang dipakai pejabat
terdahulunya. Ada pula tidak patuh
atau  kurang patuh  dalam
menyelesaikan  pekerjaan. Tidak
melaksanakan dengan baik tugas
yang diberikan.

Sangat perlu, karena tanpa diklat
pegawai terutama yang pegang
jabatan akan kesulitan dalam
melaksanakan tugas-tugasnya
kedepan. Diklat sesuai dengan
bidangnya sangat penting dalam
rangka menunjang tupoksi. Menurut
saya diklat bagi pejabat dan seluruh
pegawai di lingkup Sekretariat
Daerah perlu di beri porsi sesuai
kebutuhan. Jangan ada pegawai yang
di ikutkan diklat tetapi tidak sesuai
dengan yang menjadi tupoksinya.
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Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Menurut  Bapak/Ibu, apakah
lingkungan sekitar tempat kerja
mendukung pelaksanaan tugas
jabatan?

Menurut  Bapak/Ibu, apakah
lingkungan ekternal berpengaruh
terhadap penerapan hasil analisis
jabatan?

Untuk kondisi lingkungan di tempat
kerja kami cukup kondusif. Para
pimpinan kami memberikan
dukungan dengan kata lain tidak
menghalang-halangi atas penerapan
analisis jabatan khususnya penerapan
deskripsi jabatan.

Keterlibatan lingkungan luar seperti
lembaga-lembaga profesi untuk
dirangkul dalam proses penyusunan
dokumen analisis jabatan perlu
dipertimbangkan, walaupun dokumen
yang ada isinya juga sudah cukup
memberi gambaran dan sebagai
pedoman bagi pegawai. Hal lain juga
para kepala Bagian di Sekretariat
Daerah seyogya mendukung dalam
pengimplementasian oleh pejabat
walaupun bukan dibawahnya
langsung, karena di Ilingkungan
Sekretariat Daerah ini merupakan
satu kesatuan walaupun terdiri dari 8
(delapan) Bagian atau unit kerja.
Antara unit kerja satu dengan unit
kerja lainnya saling berkaitan karena

kinerja = masing-masing  bagian
merupakan kinerja Organisasi yaitu
Kinerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan secara

keseluruhan.
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
INFORMAN 1 (R.Sek)

Daftar Pertanyaan

[ Jawaban

Sikap Para Pelaksana (Implementors)

Menurut Bapak/Ibu, apa kendala
dalam mengimplementasikan
analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan?

Permasalahan yang secara umum
terjadi bukan saja di daerah kami
(Pemerintah Daerah = Kabupaten
Bulungan) namun juga kemungkinan
terjadi di daerah lain yaitu yang
berkaitan dengan personil.
Keterbatasan SDM Aparatur dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab terhadap suatu pekerjaan
menjadi kendala yang sampai saat ini
belum selesai. Keterbatasan SDM
Aparatur di lingkungan Sekretariat
Daerah diterjemahkan seperti ini
yaitu kemampuan dan pengetahuan
mereka dalam melaksanakan
pekerjaan belum memadai,
dikarenakan pengetahuan pegawai
terhadap wuraian pekerjaan masih
kurang mendalam, pada gilirannya
berdampak pada pencapaian oufput
pekerjaan yang tidak maksimal.

Ciri-Ciri atan Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana

penempatan pegawai di
lingkungan Sekretariat- Daerah
Kabupaten Bulungan?

Penempatan pegawai dalam jabatan
disesuaikan dengan keterampilan dan
keahlian sangat mempengaruhi
tercapainya suatu tujuan organisasi.
Pada Sekretariat Daerah, rekrutmen
pegawai dalam penempatannya
belum sepenuhnya mengikuti hasil
analisis jabatan yang ada. Terdapat
beberapa pegawai antara
keterampilan dan keahlian belum
sesuai  dengan jabatan yang
didudukinya. Masih ada
ketidakseimbangan antara
kemampuan aparatur dengan beban
kerja, sehingga hal ini berpengaruh
‘terhadap kinerja aparatur. Kalau
kinerja aparatur tidak maksimal,
tentunya akan  mempengaruhi
menurunnya Kinerja organisasi.
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Sumber-Sumber Kebijakan

Menurut  Bapak/Ibu, apakah
sumber daya dalam implementasi
analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah cukup
tersedia?

Seperti perkataan saya terdahulu,
program analisis jabatan ini sudah
ada dananya tersendiri. Besarannya
kita sesuaikan dengan anggaran yang
tersedia, karena tidak ini saja yang
kita anggarkan, masih banyak lagi
program dan kegiatan di Sekretariat
Daerah ini yang juga menjadi
perhatian kami.

Komunikasi Antar Organisasi
Pelaksanaan

Terkait dan Kegiatan-Kegiatan

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apakah informasi analisis jabatan
dikomunikasikan dengan efektif?

Pemahaman dan informasi tentang
hasil analisis jabatan pada
Sekretariat Daerah  Kabupaten
Bulungan untuk pejabat dalam hal
ini para pelaksa kebijakan itu, sudah
dimulai dengan kegiatan penyusunan
analisis jabatan yang di laksanakan
di semua SKPD di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bulungan.
Saya kira, pemahaman tentang
informasi analisis jabatan para
pelaksana ini berbeda-beda, satu
dengan yang lainnya tidak sama cara
pemahamannya.
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No. Daftar Pertanyaan J Jawaban

A. | Sikap Para Pelaksana (Implementors)

1. | Menurut Bapak/Ibu, apa kendala | Yang juga menjadi kendala sehingga
dalam mengimplementasikan | penerapan analisis jabatan kurang
analisis jabatan di lingkungan | efektif yaitu sikap para pelaksana
Sekretariat Daerah Kabupaten | jabatan kurang baik, dikarenakan
Bulungan? antara lain penempatan pada posisi

jabatan yang menurut mereka kurang
pas baik berdasarkan latar belakang
pendidikan maupun berdasarkan
kemampuan pemegang jabatan
tersebut.

B. | Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

1. | Menurut Bapak/Ibu, bagaimana | Menurut saya, analisis jabatan yang
penempatan pegawai di | sudah disusun merupakan ukuran
lingkungan Sekretariat Daerah | dasar dan panduan bagi pimpinan dan
Kabupaten Bulungan? stakeholder lain yang berkepentingan

dalam seleksi, perekrutan,
penempatan, maupun pengisian
pegawai pada jabatan yang lowong.
Saya melihat, analisis jabatan belum
diterapkan secara efektif, karena
masih ada posisi jabatan-jabatan
tertentu di Sekretariat Daerah diist
oleh aparatur yang tidak sesuai
dengan spesifikasi jabatan.

C. | Sumber-Sumber Kebijakan

1. | Menurut  Bapak/lbu, apakah | Mepurut saya sumber daya yang

sumber daya dalam implementasi
analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah cukup
tersedia?

paling penting dalam melaksanakan
penerapan analisis jabatan kuncinya
ada pada manusianya yang
melaksanakan jabatan itu. Kalau
SDM nya bagus dan berkualitas,
sudah barang tentu pekerjaan yang di
hasilkan juga ikut bagus. Tetapi
kalau SDM nya tidak bagus atau
katakan kurang bagus, ya tenfunya
hasil pekerjaannya juga kurang
bagus. -
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Komunikasi Antar Organisasi
Pelaksanaan

Terkait dan Kegiatan-Kegiatan

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apakah informasi analisis jabatan
dikomunikasikan dengan efektif?

Hal yang menjadikan kendala
sehingga implementasi analisis
jabatan di Setda ini kurang efektif
dalam  pelaksanaannya  adalah
mendeskripsikan uraian  jabatan
(deskripsi jabatan) masing-masing
pegawai. Karena tingkat kepatuhan
dan kekurangpahaman terhadap
ringkasan tugas dan uraian tugas
menjadikan mereka bekerja asal
melaksanakan saja, tanpa ada target-
target tertentu yang dihasilkan,
walaupun tidak semuanya begitu.
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INFORMAN 3 (R.Org-])

No. Daftar Pertanyaan [ Jawaban

A. | Sikap Para Pelaksana (Implementors)

1. | Menurut Bapak/Ibu, apa kendala | galau di kendala pada implementasi
dalam mengimplementasikan | deskripsi  jabatan  dikarenakan
analisis jabatan di lingkungan | kekurangpahaman terhadap uraian
Sekretariat Daerah Kabupaten tugas jabatan, sehingga pejabat
Bulungan? pelaksana tugas tadi kebingungan

untuk menyelesaikan pekerjaan.
Sedangkan yang menjadi kendala
tidak  sepenuhnya  diterapkan
informasi jabatan dalam hal ini
spesifikasi jabatan dikarenakan
keterbatasan jumlah sumber daya
manusia aparatur Sipil negara dan
keterbatasan pejabat yang masuk
kualifikasi jabatan sebagaimana
yang telah ditentukan.

B. | Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

1. | Menurut Bapak/Ibu, bagaimana | Faktor-faktor = yang  merupakan
penempatan pegawati di | kendala dalam pengimplementasian
lingkungan Sekretariat Daerah | analisis jabatan di lingkungan
Kabupaten Bulungan? Sekretariat Daerah antara lain adalah

faktor sumber daya manusia atau
SDM Aparatur. Kecakapan atau
kemampuan para pegawai pelaksana
dalam  melaksanakan  pekerjaan
terbilang masih belum sepenuhnya

memadai, dikarenakan uraian
pekerjaan tidak sesuai dengan
kompetensi SDM Aparatur.

Selanjutnya ia mengatakan ada faktor
lain yang juga menjadi kendala dalam
penerapan analisis jabatan yaitu
adanya tugas rangkap atau beban
pekerjaan yang terlalu tinggi. Disini
terjadi ketidakseimbangan schingga
uraian pekerjaan yang menjadi tugas
pokoknya tidak mampu diselesaikan
tepat waktu, akibatnya target
penyelesaian pekerjaan  tertunda,
kemudian mempengaruhi oufput atau
outcomes dari pekerjaan tersebut.
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C. | Sumber-Sumber Kebijakan
1. | Menurut Bapak/Ibu, apakah | ga1ah  satu permasalahan  yang
sumber daya dalam.im}_}lementasi menjadi kendala pada kami
analisis jabatan di lingkungan | (Sekretariat Daerah) sering terjadi
Sekret.anat Daerah  cukup | atau seperti ini tidak sering juga sih,
tersedia? namun ini menganggu lancarnya
penerapan analisis jabatan, yaitu
pergantian personil yang katakan
sudah cakap pada posisinya itu, di
ganti oleh orang lain yang belum
tentu cakap di posisi barunya itu. Ini
yang terkadang mengganggu
jalannya  implementasi  dengan
lancar,
D. | Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan
Pelaksanaan
1. | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, | Menurut saya sosialisasi perlu di

apakah informasi analisis jabatan
dikomunikasikan dengan efektif?

intensifkan lagi. Komunikasi melalui
sosialisasi yang berkesinambungan
akan lebih efektif dan mengena pada
sasaran, maksudnya pada para
implementor tersebut. Yang juga
dibutuhkan  adalah  pelatihan-
pelatthan mengenai  peraturan-
peraturan baru yang berhubungan
dengan aturan pelaksanaan
pegelolaan  penyusunan  analisis
jabatan berbasis teknologi informasi.
Ini saya kira akan lebih efektif dalam
penerapannya, apabila ada
perubabhan-perubahan atau revisi-
revisi bahkan evaluasi tidak terlalu
sulit untuk menyesuaikan dengan
adanya perubahan-perubahan untuk
menyesuaikan dengan perubahan
peraturan baru tersebut.
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Daftar Pertanyaan

r Jawaban

Sikap Para Pelaksana (Implementors)

Menurut Bapak/Ibu, apa upaya-
upaya yang dilakukan Seckretariat
Daerah Kabupaten Bulungan
dalam meningkatkan kualifikasi
jabatan?

Menurut Bapak/Ibu, apa upaya
dalam  meningkatkan kinega
aparatur di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan?

Upaya yang akan dilakukan untuk
meningkatkan kualifikasi jabatan
adalah melalui rekrutmen pegawai
yang disesuatkan dengan kriteria
yang sudah dipersyatkan untuk
menduduki suatu jabatan. Kemudian
Mekanisme penempatan seseorang
melalui Baperjakat perlu diperbaiki.

Sering saya katakan kepada semua
pegawai di  sini, tingkatkan
harmonisasi dan saling percaya satu
sama lainnya. Jangan saling curiga
kepada sesama teman, kepada atasan,
kepada bawahan. Kita harus kompak.
Kalau kita tidak kompak, susah kita
dalam bekerja.

Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana
tingkat  pengawasan  dalam
implementasi analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan?

Pengawasan secara berjenjang sudah
kami lakukan. Atasan melakukan
pengawasan kepada bawahannya
(waskat). Di imternal sendirt juga
begitu, Para asisten mengawasi
kepala bagian sampai kebawah. Para
kepala sub bagian mengontrol stafnya
langsung. Pengawasan berjenjang ini
juga diamanatkan oleh peraturan
perundang-undangan tentang disiplin
pegawai, jadi itu sudah kami lakukan.

Sumber-Sumber Kebijakan

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apa upaya meningkatkan
kualifikast jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan?

Pegawai kita disini terbatas, salah
satunya dikarenakan banyak yang
mutasi atau pindah ke Pemerintah
Provinsi Kaltara. Akibatnya beberapa
jabatan itu kosong. Untuk mengisi
jabatan-jabatan yang kosong tersebut,
dilakukan rotasi atau mutasi pegawai.
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Dengan keterbatasan sumber daya
aparatur baik dari segi skill, keahlian,
keterampilan, pendidikan,
golongan/ruang, penempatan
seseorang itn dipilih berdasarkan
pengalaman seorang  pegawai
tersebut. ini upaya-upaya yang
dilakukan unfuk tetap memenuhi
kualifikasi jabatan.

Komunikasi Antar Organisasi
Pelaksanaan

Terkait dan Kegiatan-Kegiatan

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
upaya-upaya dalam implementasi
analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan sechingga dapat secara
makimal diimplementasikan?

SDM Aparatur PNS merupakan
modal utama bagi terlaksananya
semua  program/kegiatan  yang
direncanakan. Mengapa saya bilang
modal utama, karena walaupun
fasilitas yang diberikan pada pegawai
itu mencukupi, tetapi SDM nya tidak
paham apa yang mau dikerjakan, ya
percuma saja. Namun demikian
komunikasi yang intensif dan terus
menerus di lingkungan internal
maupun dengan eksternal tentang
pelaksanaan uraian jabatan seperti
melakukan FGD dengan para analis
atau para pemegang jabatan, akan
menambah wawasan mereka untuk
menerapkan sesuai yang diharapkan.
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l
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Sikap Para Pelaksana (Implementors)

ko

Menurut Bapak/Ibu, apa upaya-
upaya yang dilakukan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan
dalam meningkatkan kualifikasi
jabatan?

Menurut Bapak/Ibu, apa upaya
dalam meningkatkan kinerja
aparatur di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan?

Dokumen analisis jabatan ini
rencananya akan ditetapkan melalui
peraturan kepala daerah (Bupati),
sehingga dokumen ini nantinya akan
menjadi pedoman yang lebih
mengikat bagi siapa saja atau SKPD
lain yang berkepentingan ingin
memanfaatkan dokumen inj.

Untuk meningkatkan kinerja para
pemegang jabatan (implementors),
diperlukan tambahan pengetahuan
khususnya melalui diklat yang
disesuaikan kebutuhan dan tujuan
organisasi, sehingga implementors
tersebut memahami apa yang harus
dikerjakan.

Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana
tingkat  pengawasan  dalam
implementasi analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan?

Ya, pengawasan yang dilakukan
pimpinan kepada bawahan cukup
berjalan baik di Sekretariat Daerah
ini. Karena Sekretariat Daerah ini
menjadi barometer SKPD lain, di
jadikan contohlah oleh SKPD-SKPD
lain.

Sumber-Sumber Kebijakan

Bagaimana pendapat Bapak/Tbu,
apa upaya meningkatkan
kualifikasi jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan?

Pejabat-pejabat  yang menduduki
jabatan, dilibat kinerja mereka selama
periode waktu tertentu, jika dianggap
tidak berkinerja oleh pimpinan akan
dilakukan rotasi. Jadi langkah-
langkah untuk  meningkatkan
kualifikasi jabatan itu, dilakukan
pergantian pejabat yang lebih
dianggap cocok dari semua aspek
penilajan, diantaranya menyangkut
senioritas di lingkungan internal
sendiri.
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D. | Komunikasi Antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-Kegiatan
Pelaksanaan

1. | Bagaimana pendapat Bapak/Ibu, | Apabila seorang pejabat yang

upaya-upaya dalam implementasi
analisis jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan schingga dapat secara
makimal diimplementasikan?

mengemban tugas itu kompeten
dalam arti ia memiliki keahlian dan
keterampilan baik dari aspek
pendidikan, pengalaman kerja, dan
kemauan yang kuat serta sunguh-
sungguh mengerjakan tugas
jabatannya, maka ia akan mampu
menyelesaikan semua tugas-tugasnya
dengan baik. Disini peran lingkungan
sekitar mempengaruhi pelaksaan
tugas jabatan, misalnya peran atasan
mengkomunikasikan serutin mungkin
hal-hal yang baru terkait dengan
pekerjaan bawahan, mengontrol kerja
bawahan, mengarahkan dan
melakukan pembinaan dengan cara
mengevaluasi kerja bawahan secara
bijaksana, dan sebagainya yang dapat
membangkitkan semangat kerja di
internal kantor. :
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A. | Sikap Para Pelaksana (Implementors)

1. | Menurut Bapak/Ibu, apa upaya- | Untuk meningkatkan kualifikasi
upaya yang dilakukan Sekretariat | jabatan di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan | Daecrah  Kabupaten = Bulungan,
dalam meningkatkan kualifikasi | informasi analisis jabatan yang ada
jabatan? digunakan seluruhnya sesuai dengan

isi dari dokumen analisis jabatan itu.
Kalau hal ini bisa diterapkan seperti
itu, akan meningkatkan kualifikasi
jabatan karena telah mengikuti
dokumen deskripsi jabatan dan
spesifikasi jabatan.

2. { Menurut Bapak/Ibu, apa upaya | Menurut saya penempatan seseorang

dalam meningkatkan kinerja
aparatur di lingkungan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan?

pada jabatan tertentu sesuai dengan
keahliannya 1itu penting, sesuai
pendididkan, pengalaman, senioritas
itu semua penting. Namun dengan
adanya pengawasan yang
berlanjut, maksudnya kontinyu
berkesinambungan secara berjenjang
dan sedikit tegas, yang tidak disiplin
diberi sanksi tegas, yang berprestasi
di beri penghargaan atau dihargai, ini
akan berdampak kepada kepatuhan
para personil dalam organisasi itu,
sehingga mau tidak mau, suka tidak
suka aktivitas mereka tetap merasa
diawasi pimpinan dengan begitu
aktivitas anggota organisasi ini
terpacu, pada akhirnya kinerja juga
dapat meningkat.

Selain itu Sasaran Kerja Pegawai
(SKP) juga sangat menentukan
suksesnya penerapan analisis jabatan
ini. Apa-apa yang harus dikerjakan itu
dimuat juga dalam isian SKP
termasuk prilaku pegawal Yyang
kurang peduli dengan penilai kinerja
tersebut yang dinilai dari prestasi
kerja pegawai.
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SKP ini sering diabaikan oleh
pegawai, mereka menganggap SKP
ini seperti DP3, diakhir tahun baru
membuat. Padahal SKP ini di isi per
periode bahkan setiap hari harus
dicatat dan di dokumenkan semuna.

Ciri-Ciri atau Karakteristik Badan/Instansi Pelaksana

Menurut Bapak/Ibu, bagaimana
tingkat  pengawasan  dalam
implementasi analisis jabatan di
lingkungan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan?

Mengenai pengawasan, ya cukup
baik. Pimpinan kami disini yaitu Pak
Sekda, dalam apel pagi selalu
mengingatkan untuk mengawasi,
mengonirol anak buahnya. Ia katakan
perhatikan bawahan kita masing-
masing, perhatikan mereka. Namun
pengawasan yang terlalu otoriter dan
kaku kepada bawahan juga akan
membawa dampak kurang baik
terhadap pelaksanaan tugas.

Sumber-Sumber Kebijakan

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu,
apa upaya meningkatkan
kualifikast jabatan di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan?

Menurut saya pengkaderan kepada
pelaksana atau para staf sangat perlu
dilakukan oleh Sekretariat Daerah ini.
Staf-staf yang belum menjabat dan
mereka kedepannya akan juga
menjabat, di kader dengan baik,
dilatih, diikutkan diklat-diklat teknis
agar merecka punya pengalaman,
keterampilan, keahlian serta akan
mampu melaksanakan tugas dan
fungsi nantinya. Untuk tambahan
informasi, analis jabatan ini
memerlukan anggaran. Sekarang ini
anggaran terbatas, karena ada
pemangkasan anggaran dari pusat.
Namun  demikian kita tetap
memberikan reward atas pelaksanaan
analisis jabatan ini.
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